Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kab.Bintan

Nomor SOP 01. 061/org/57
Tangegal 08 Desember 2017
Pembuatan

Tanggal Revisi -

Tanggal 08 Desember 2017
Pengesahan

Tanggal .

Efektif 01 Januari 2018

Disahkan Oleh

SEKRETARIS AERAH
— ==

Drs. ADI PRIHANTARA, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19651009 199310 1 002

Nama Standar

Pembinaan Monitoring Evaluasi

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri PAN dan Rb
Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan Publik;

2. Permenpan No 15 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan
Publik;

3. Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau No 4 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

4. Peraturan Bupati Bintan Nomor
11 tahun 2014 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Organisasi
Perangkat Daerah Kab. Bintan

5. Peraturan Bupati Bintan Nomor
49 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik.

Operasional Pelayanan Publik

Prosedur

Kualifikasi Pelaksana

1. Sarjana Pemerintahan
/Sosial/Hukum/Ekonomi/Administrasi;

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis
terkait dengan pelayanan publik;

3. Mampu memahami peraturan perundang-undangan;

4. Memiliki kekmampuan mengoperasikan komputer dan
internet;

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik;

6. Mampu berkomunikasi dengan baik,bekerja dalam

tim,dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Administrasi Umum;
2. SOP Rencana Kinerja.

vk wn e

Komputer dan jaringan internet;
ATK;

Peraturan perundang-undangan;
Kendaraan Dinas;

Peralatan komunikasi.

Peringatan

Pencatatandan Pendataan

Proses monitoring dan evaluasi
Pelayanan Publik pada OPD atau unit
layanan di lingkungan Pemerintah
Kab.Bintan agar dipersiapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

1. Sebagai persiapan dalam lomba pelayanan publik
2. File disimpan dalam hardcopy dan softcopy




SOP Pembinaan ,Monitoring,dan Evaluasi Pelayanan Publik

No. Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Kabag Kasubbag Peng. Unit Tim Peralatan Out Ket
Organisasi | Tatalaksana Adm. Kerja Monitoring Kelengkapan Waktu Put
Umum
1 Berdasarkan Keputusan 2 Hari Keputus
keputusan Bupati Tim an tim
tentang Tim Monitoring Monitori
Pembinaan,Monit E Pelayanan ng
oring,dan Evaluasi Publik
Pelayanan Publik
2 Membuat Surat Dinas, 3 Hari Tabel
kelengkapan v Kuisioner Monitori
Administrasi ng
antara lain: yanblik
1. Jadwal Kerja
Tim
2. Tabel
Penilaian
Monitoring
dan Evaluasi
Pelayanan
Publik
3. Kebutuhan
Surat
menyurat
3 Surat terkait 3 Hari Surat ke
pemberitahuan OPD
jadwal
Pembinaan,Monit
oring, Pelayanan
Publik telah
diregister dan siap
dikirim
4 Melaksanakan Tabel 30 Hari Tabel
proses L L Monitoring Pembina
Pembinaan,Monit N - yanblik an
oring,Pelayanan Monitori
Publik pada OPD ng,yanbli
dilingkungan nk yang
Pemkab Bintan telah
diisi
5 Merekap hasil Tabel 7 Hari Penetap
Pembinaan Pembinaan an
,Monitoring,Evalu Monitoring, Penilaian
asi Pelayanan 2 > yanblik yang Pelayana
Publik untuk telah diisi n Publik
kemudian di dalam
tetapkan hasil bentuk
penilaian keputus
an Sekda
6 Progres hasil Laporan Tiap
Penilaian Progres OPD/
Pelayanan Publik <> Penilaian Penyele
di Laporkan Pelayanan nggara
Kepada pimpinan Publik yanblik
sebagai bahan merespo
Evaluasi n cepat
I l terhada
p hasil
Penilaian

yanblik




Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kab.Bintan

Nomor SOP 02.061/org/58
Tanggal 08 Desember 2017
Pembuatan

Tanggal Revisi -

Tanggal 08 Desember 2017
Pengesahan

Tanggal .

Efektif 01 Januari 2018

Disahkan Oleh

SEKRETARIS DAERAH
—

Drs. ADI PRIHANTARA, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19651009 199310 1 002

Nama Standar
Operasional
Prosedur

Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kabupaten Bintan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor.29 tahun 2014
tentang sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Perdayagunaan
Aparatur Negara dan Informasi
Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014
tentang petunjuk teknis kinerja,
pelaporan kinerja dan tata cara
review atas laporan kinerja Instansi
Pemerintah.

3. Peraturan Bupati Bintan Nomor. 27
2014 tentang sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki
kemampuan,Kecakapan,terampilan dan
inovatif,Pendidikin serendah-rendahnya DIII / S|

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Internal dan Administratif
2. SOP Eksternal yaitu SOP Lakip SKPD

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor
3. Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan
berdampak infiensi,pelaksana
kegiatan .

Jika SOP ini dilaksanakan berdampak
efiensi dan efektivitas pelaksanaan
kegiatan.

1. IKU kabupaten
2. PK Kabupaten
3. RKT Kabupaten




Pencatatan dan Pendataan

UNIT PELAKSANA
MUTU DOKUMEN

NO. URAIAN AKTIVITAS BAGIAN TATALAKSANA AS| UN BINTAN & RB on Waktu Out put

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 | Surat Edaran MENPAN dan SE 0 Surat
RB RI Penyusunan LAKIP ke I k—| |<[ Mulai ] Menpan diterima
Bupati dan Setda disposisi
Bagian Organisasi A1

2 | Surat Edaran diproses A4 Srt. 5 menit | Surat
melalui Tata Usaha diproses Proses ::egmr diserahkan
Bagian Organisasi dan Bukti
penerimaan, pengagendaan
dan pemilahan sesuai
denganjenis dan sifat surat

3 | DariTU Bagian Organisasi Srt. | 15menit | Surat
Surat Edaran naik Oleh ‘:i'd'Spos' diarahkan
Kepala Bagian Organisasi Proses Proses
disposisi ke Kasubbag untuk
ditindak lanjuti

4 | Kasubbag menindaklanjuti Konsep | 60 Konsep
dengan membuat konsep Surat menit Surat
surat permintaan LAKIP
OPD, diproses lalu disetujui Proses |34 Proses
Kabag ke,udian diparaf

5 | Konsep surat dinaikkan ke ya Srt. 120 Surat
Asisten disetujui dan diparaf :'na'kka menit :'ntf”data”g
kemudian naik ke Sekda
ditandatangani atas nama
Bupati

6 | Surat kembali ke TU diberi R srt. 10 menit | Surat
nomor dan diregristrasi ose Diberi diedarkan

nomor

7 | Suratdikirim keseluruh OPD Srt. 30 menit | Surat
Lingkup Pemerintah Proses dikirim ;?tr::::;dan
Kabupaten Bintan dan oPD
ditindaklanjuti dengan
menyusun LAKIP masing-
masing kemudian dikirim ke
Bupati Bintan Bagian
Organisasi

8 | LAKIP diterima Tim LAKIP 60 menit | LAKIP OPD
ZenyususnKygng TbentUk Proses doilt)IeDrima \(;igt:;l‘faih

engan upati

9 | Tim melaksanakan LAKIP 10 hari Draf. LAKIP

penyusunan LAKIP OPD | I ?ell’:hvg L(:rl;.ulzﬂ-:an
diteliti

10 | Draf LAKIP di paraf disetujui ya Draf 60 menit | LAKIP OPD
Asisten dan Sekda kemudian \>5><>—>< ;iAn':iian disetujui
ditandatangani Bupati

11 | LAKIP Kabupaten Bintan Dok 1 hari LAKIP Kab.
tersusun dalam bentuk Z\\E'P ?'e':(?:m
Dokumen sebagai Laporan Bintan
Pertanggungjawaban
Akuntabilitas dan Instansi Dok
Pemerintah kemudian kirim
MENPAN dan RB RI
tembusan KEMENDAGRI
kemudian ke Gubernur Prov.
Kepri

12 | Pendokumentasian LAKIP Dok. 5menit | Arsip
Kabupaten Bintan sele t’:g”’

Bintan




Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kab.Bintan

Nomor SOP 03.061/0rg/59
Tanggal 08 Desember 2017
Pembuatan

Tanggal Revisi -

Tanggal 08 Desember 2017
Pengesahan

Tanggal .

Efektif 01 Januari 2018

Disahkan Oleh SEKRETARIS DAERAH

———=A

Drs. ADI PRIHANTARA, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19651009 199310 1 002

Nama Standar
Operasional
Prosedur

Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja
Usaha (IKU) Kabupaten Bintan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Rl No. 29
tahun 2014 tentang sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

2. Peraturan Menteri No. 53 tahun
2014 tentang petunjuk teknis
kinerja, pelaporan kinerja dan
tata cara review atas laporan
kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten
Bintan No. 5 tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan jangka
menengah Daerah tahun 2016-
2021

4. Peraturan Bupati No. 31 tahun
2014 tentang Indikator kinerja
utama Pemkab Bintan dan IKU
OPD Kabupaten Bintan

1. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki
kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif
Pendidikin serendah-rendahnya DIl / S|

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Internal dan Administratif
2. SOP Eksternal yaitu SOP IKU OPD

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. IKU OPD

4. Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatandan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan
berdampak infiensi,pelaksana
kegiatan .

Jika SOP ini dilaksanakan berdampak
efiensi dan efektivitas pelaksanaan
kegiatan.

1. IKU RPJMD (Indikator Kinerja Pemerintah Daerah)




Pencatatan dan Pendataan

UNIT PELAKSANA

- CABAG ?LéZgT MENPA MUTU DOKUMEN
NO. Uraian Aktivitas BAGIAN ORORNIS BINTA N Persy/Ki | \vaktu | out put
N & RB kon

1 2 3 5 10 11 12 13 14

1 Surat Edaran MENPAN dan SE 0 Surat
RB RI Penyusunan Indikator |<—| |<{ Mulai ] Menpa diterima
Kinerja Utama ke Bupati dan n
Setda disposisi Bagian
Organisasi \,

2 | Surat Edaran diproses Srt. 5 Surat
melalui Tata Usaha diproses Proses diregris | menit | diserahk
Bagian Organisasi dan Bukti trasi an
penerimaan, pengagendaan
dan pemilahan sesuai
denganjenis dan sifat surat

3 Dari TU Bagian Organisasi Srt. 15 Surat
Surat Edaran naik Oleh % didispo | menit | diarahka
Kepala Bagian Organisasi Proses sisi n
disposisi ke Kasubbag untuk
ditindak lanjuti

4 Kasubbag menindaklanjuti Konsep | 60 Konsep
dengan membuat konsep Surat menit | Surat
surat permintaan IKU OPD,
dengan tetep
memperhatikan RPJMD dan
Indikator kinerja utama
Pemda diproses lalu
disetujui Kabag kemudian Proses
diparaf

5 Konsep surat dinaikkan ke Srt. 120 Surat
Asisten disetujui dan diparaf dinaikk | menit | ditandat
kemudian naik ke Sekda an angani
ditandatangani atas nama
Bupati

6 | Surat kembali ke TU Bagian proses [ Srt. 10 Surat
Organisasi diberi nomor dan Diberi menit | diedarka
diregristrasi nomor n

7 Surat dikirim keseluruh OPD Srt. 30 Surat
Lingkup Pemerintah dikirim menit | terkirim
Kabupaten Bintan dan d_a“ )
ditindaklanjuti dengan diterima
menyusun IKU masing- OPD
masing kemudian dikirim ke
Bupati Bintan Bagian
Organisasi J,

8 IKU OPD diterima Tim oroses IKU 60 IKU OPD
penyusun yang dibentuk OPD menit | yg telah
dengan SK Bupati diterim diteliti

a

9 Tim melaksanakan IKU 10 Draf. IKU
penyusunan IKU OPD OPDyg | hari Kab.
Kabupaten Bintan telah Bintan .
berdasarkan RPJMD dan IKU ditelit tersusun
OPD

10 | Draf IKU di paraf disetujui ya Draf 60 SK IKU
Asisten dan Sekda kemudian N > IKU menit | OPD
ditandatangani Bupati 7 1 dinaika disetujui

n

11 | Indikator Kinerja Utama SK IKU 1hari | IKU Kab.
(IKU) Kabupaten tersusun " Kab. Bintan.
dalam Bentuk Dokumen dan - Bintan Terkirim
ditebuskan kepada Bapeda
dan Inspektorat

12 | Pendokumentasian IKU SK IKU | 5 Arsip
Kabupaten Bintan O Kab. menit

Bintan

& OPD




Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kab.Bintan

Nomor SOP 04.061/0rg/60
Tanggal 08 Desember 2017
Pembuatan

Tanggal Revisi -

Tanggal 08 Desember 2017
Pengesahan

Tanggal .

Efektif 01 Januari 2018

Disahkan Oleh SEKRETARIS DAERAH

)

Drs. ADI PRIHANTARA, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19651009 199310 1 002

Nama Standar
Operasional
Prosedur

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Kabupaten Bintan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden RI No. 29
tahun 2014 tentang sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

2. Peraturan Menteri No. 53 tahun
2014 tentang petunjuk teknis
kinerja, pelaporan kinerja dan
tata cara review atas laporan
kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten
Bintan No. 5 tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan jangka
menengah Daerah tahun 2016-
2021

4. Peraturan Bupati No. 31 tahun
2014 tentang Indikator kinerja
utama Pemkab Bintan dan RKT
OPD Kabupaten Bintan

1. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki
kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif
Pendidikin serendah-rendahnya DIIl / SI

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Internal dan Administratif
2. SOP Eksternal yaitu SOP RKT OPD

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. RKT OPD

4. Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatandan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan
berdampak infiensi,pelaksana
kegiatan .

Jika SOP ini dilaksanakan berdampak
efiensi dan efektivitas pelaksanaan
kegiatan.

1. IKU Kabupaten
2. RKT Kabupaten




Pencatatan dan Pendataan

UNIT PELAKSANA
v KASUBBAG ogc\sTr\ﬁs SKPD P;\l’\\A{U ASISTE 1 sekpa ?L'iZAB'T MENN " Pe /K'M T
NO. Uraian Aktivitas BAGIAN | TATALAKSANA ) N N BINNTA & RB ;Z‘:\ " | waktu | Output
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Surat Edaran MENPAN dan SE 0 Surat
RB RI Penyusunan RKT dan i |<-| |<[ Mulai ] Menpa diterima
Setda disposisi Kepala n
Bagian Organisasi
Surat Edaran diproses / Srt. 5 Surat
melalui Tata Usaha diproses Proses diregris | menit | diserahk
Bagian Organisasi dan Bukti trasi an
penerimaan, pengagendaan
dan pemilahan sesuai
denganjenis dan sifat surat
Dari TU Bagian Organisasi Srt. 15 Surat
Surat Edaran naik Oleh didispo | menit | diarahka
Kepala Bagian Organisasi / sisi n
disposisi ke Kasubbag untuk Proses & Proses
ditindak lanjuti
Kasubbag menindaklanjuti Konsep | 60 Konsep
dengan membuat konsep Surat menit | Surat
surat permintaan RKT OPD,
diproses lalu disetujui Kabag Proses |\l Proses
Organisasi
Konsep surat dinaikkan ke ya Srt. 120 Surat
Asisten disetujui dan diparaf dinaikk | menit | ditandat
kemudian naik ke Sekda an angani
ditandatangani atas nama
Bupati
Surat kembali ke TU Bagian broses Srt. 10 Surat
Organisasi diberi nomor dan Diberi menit | diedarka
diregristrasi nomor n
Surat dikirim keseluruh OPD Srt. 30 Surat
Lingkup Pemerintah dikirim menit | terkirim
Kabupaten Bintan dan pros dan
ditindaklanjuti dengan diterima
. OPD
menyusun RKT masing-
masing kemudian dikirim ke
Bupati Bintan Bagian
Organisasi |
RKT OPD diterima Tim RKT 60 RKT OPD
penyusun yang dibentuk Proses OPD menit | ygtelah
dengan SK Bupati diterim diteliti
a
Tim melaksanakan RKT 10 Draf.RKT
penyusunan RKT OPD Prose |l OPDyg | hari Kab.
berdasarkan IKU Kabupaten telah Bintan .
dan masuk RKT OPD diteliti tersusun
10 | Draf RKT di paraf disetujui y Draf 60 SK RKT
Asisten dan Sekda kemudian N J J RKT menit | OPD
ditandatangani Bupati I i 1 dinaika disetujui
n
11 | RKT Kabupaten Bintan SKRKT | 1hari | RKT Kab.
tersusun dalam Bentuk Kab. Bintan.
Dokumen sebagai Laporan rox Bintan Terkirim
Pertanggungjawaban Bupati
Kemudian kirim ke Presiden
melalui MENPAN dan RB RI
tembusan KEMENDAGRI dan
GUB Prov BPKP di Jakarta dll
12 | Pendokumentasian RKT SKRKT | 5 Arsip
Kabupaten Bintan O < Kab. menit
Bintan
& OPD




Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kab.Bintan

Nomor SOP 05. 061/org/61

Tanggal 08 Desember 2017
Pembuatan

Tanggal Revisi -

Tanggal 08 Desember 2017
Pengesahan

Tanggal .

Efektif 01 Januari 2018

Disahkan Oleh SEKRETARIS DAERAH
!

Drs. ADI PRIHANTARA, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19651009 199310 1 002

Nama Standar | Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
Operasional Kabupaten Bintan
Prosedur

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden RI No. 29
tahun 2014 tentang sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

2. Peraturan Menteri No. 53 tahun
2014 tentang petunjuk teknis
kinerja, pelaporan kinerja dan tata
cara review atas laporan kinerja
Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten
Bintan No. 5 tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan jangka
menengah Daerah tahun 2016-
2021

4. Peraturan Bupati No. 31 tentang
Indikator kinerja utama Pemkab
Bintan dan PK OPD Kabupaten
Bintan

1. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki
kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif
Pendidikin serendah-rendahnya DIl / S|

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Internal dan Administratif
2. SOP Eksternal yaitu SOP PK OPD

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. PKOPD

4. Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatandan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan
berdampak infiensi,pelaksana
kegiatan .

Jika SOP ini dilaksanakan berdampak
efiensi dan efektivitas pelaksanaan
kegiatan.

1. IKU Bupati
2. RKT Bupati




Pencatatan dan Pendataan

UNIT PELAKSANA
BUPAT MUTU DOKU
Uraian Aktivitas U wswemse | UL | o, PS\J’\\/(IU ASISTEN | sekpa | | KAB: MEIT " Persy/Kik N
BAGIAN | TATALAKSANA As) SUN BII:]TA & RB 0‘:1 Waktu | Out put
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Surat Edaran MENPAN dan | | » SE 0 Surat
RB RI Penyusunan PK dan | |<_| |<[ M ] Menpan diterima
Sekda disposisi Kepala
Bagian Organisasi
Surat Edaran diproses 4 Srt. 5 Surat
melalui Tata Usaha Bagian Prosess diregrist | menit | diserahk
Organisasi dan Bukti rasi an
penerimaan, pengagendaan
dan pemilahan sesuai
denganjenis dan sifat surat
Dari TU Bagian Organisasi Srt. 15 Surat
Surat Edaran naik Oleh didisposi | menit | diarahka
Kepala Bagian Organisasi si n
disposisi ke Kasubbag untuk
ditindak lanjuti Prosess 4 prosess
Kasubbag menindaklanjuti Konsep 60 Konsep
dengan membuat konsep Surat menit | Surat
surat permintaan PK OPD,
diproses lalu disetujui Kabag Prosess  pyl  Prosess
Organisasi kemudian diparaf
Konsep surat dinaikkan ke ya Srt. 120 Surat
Asisten disetujui dan diparaf dinaikka | menit | ditandat
kemudian naik ke Sekda n angani
ditandatangani atas nama
Bupati
Surat kembali ke TU Bagian — k Srt. 10 Surat
Organisasi diberi nomor dan = Diberi menit | diedarka
diregristrasi nomor n
Surat dikirim keseluruh OPD Srt. 30 Surat
Lingkup Pemerintah dikirim menit | terkirim
Kabupaten Bintan dan fros df’"“ )
ditindaklanjuti dengan diterima
menyusun PK masing- OPD
masing kemudian dikirim ke
Bupati Bintan Bagian
Organisasi J,
PK OPD diterima Tim — PK OPD | 60 PK OPD
penyusun yang dibentuk diterima | menit | ygtelah
dengan SK Bupati 1 diteliti
Tim melaksanakan 2 L PK OPD 10 Draf.PK
penyusunan PK OPD Bupati R ygtelah | hari Kab.
berdasarkan IKU, RKT diteliti Bintan .
tersusun
10 | Draf PK di paraf disetujui y Draf PK 60 SK PK
Asisten dan Sekda kemudian > 3 > dinaikan | menit | OPD
ditandatangani Bupati disetujui
11 | PKKabupaten Bintan SK PK 1hari | PKKab.
tersusun dalam Bentuk Kab. Bintan.
Dokumen sebagai Laporan \ Bintan Terkirim
Pertanggungjawaban Bupati Dok
melalui MENPAN dan RB RI
tembusan KEMENDAGRI dan
GUB Prov BPKP di Jakarta dll
12 | Pendokumentasian 4 Dok. PK 5 Arsip
Perjanjian Kerja Kabupaten menit
Bintan




Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kab.Bintan

Nomor SOP 06. 061/org/62

Tanggal 08 Desember 2017
Pembuatan

Tanggal Revisi -

Tanggal 08 Desember 2017
Pengesahan

Tanggal .

Efektif 01 Januari 2018

Disahkan Oleh SEKRETARIS DAERAH
.

Drs. ADI PRIHANTARA, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19651009 199310 1 002

Nama Standar | Fasilitasi Penyusunan SOP dan Standar
Operasional Pelayanan (SP) OPD
Prosedur

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Permenpan No 15 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Publik;

2. Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau No 4 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

3. Peraturan Bupati Bintan Nomor 11
tahun 2014 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Organisasi
Perangkat Daerah Kab. Bintan

4. Peraturan Bupati Bintan Nomor 49
Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik.

1. Sarjana Pemerintahan
/Sosial/Hukum/Ekonomi/Administrasi;

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis

terkait dengan pelayanan publik;

Mampu memahami peraturan perundang-undangan;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan
internet;

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik;

6. Mampu berkomunikasi dengan baik,bekerja dalam
tim,dan bekerja tepat waktu.

w

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Administrasi Umum;
2. SOP Rencana Kinerja.

1. Komputer dan jaringan internet;
2. ATK;

3. Peraturan perundang-undangan;
4. Kendaraan Dinas;

5. Peralatan komunikasi.

Peringatan

Pencatatandan Pendataan

Proses monitoring dan evaluasi
Pelayanan Publik pada OPD atau unit
layanan di lingkungan Pemerintah
Kab.Bintan agar dipersiapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

1. Data OPD yang telah memiliki SOP




Fasilitasi Penyusunan SOP dan SP dilingkungan OPD Kab. Bintan

No. Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Kabag Kasubbag Peng. Unit Tim Peralatan Out Ket
S Adm. . . Waktu
Organisasi | Tatalaksana Umum Kerja Monitoring Kelengkapan Put
1 Berdasarkan SK Keputusan 2 Hari Keputusa
Tim dan atau Tim Fasilitasi ntim
Surat Permintaan Penyusunan fasilitasi
dari OPD tentang D SOP dan SP penyusun
Penyusunan SOP an SOP
dan SP dan SP
2 Membuat - Surat 3 Hari Surat
kelengkapan v Dinas kemudian
Administrasi - Jadwal Jadwal
antara lain: Coaching Coaching
1. Jadwal Kerja Clinik klinik
Tim (Coaching
clinik) SOP dan
SP
2. Tabel
3. Kebutuhan
Surat
menyurat
3 Surat terkait 3 Hari Surat ke
pemberitahuan OPD
penyusunan SOP
dan SP OPD /
penyelenggara
publik telah
diregister dan siap
dikirim
4 Melaksanakan Darft 30 Hari Pembinaa
proses fasilitasi L n
Pembinaan,Monit N Monitorin
oring, pelayanan g serta
SOP dan SP OPD fasilitasi
dilingkungan penyusun
Pemkab Bintan an SOP
dan SP
5 Merekap hasil Dokumen 7 Hari Penetapa
fasilitasi, n
monitoring, Penilaian
evaluasi < SOP dan
penyusunan SOP SP OPD
kemudian
dijadikan
dokumen
6 Dokumen SOP dan Dokumen Tiap
SP OPD yang telah SOP OPD OPD/
dibuat masing- <> yang telah Penyel
masing OPD ditetapkan enggar
ditetapkan oleh yang dengan a
Keputusan Bupati surat yanblik
atau kepada OPD keputusan meresp
sehingga dasar D on
SOP dan SP OPD cepat
masing-masing terhad
ap hasil
Penilai
an
yanblik




Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kab.Bintan

Nomor SOP 07.061/org/64
Tanggal 08 Desember 2017
Pembuatan

Tanggal Revisi -

Tanggal 08 Januari 2018
Pengesahan

Tanggal .

Efektif 01 Januari 2018

Disahkan Oleh

SEKRETARIS AERAH
———=A

Drs. ADI PRIHANTARA, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19651009 199310 1 002

Nama Standar
Operasional
Prosedur

Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) Kabupaten Bintan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang —Undang Nomor 25 Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat unit
Penyelenggara Pelayanan Publik

3. Peraturan Bupati Bintan Nomor 49
Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki
kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif
Pendidikin serendah-rendahnya DIl / S|

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Internal dan Administratif
2. SOP Eksternal yaitu SOP
penyusunan SKM OPD

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatandan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan
berdampak infiensi,pelaksana
kegiatan .

Jika SOP ini dilaksanakan berdampak
efiensi dan efektivitas pelaksanaan
kegiatan.

1. Hasil Data Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM)
OPD/Kecamatan/Unit Penyelenggaraan Pelayanan

Publik




UNIT PELAKSANA

MUTU DOKUMEN

TU KASUBBAG KABAG TIM BUPATI MENPAN .
No. URAIAN AKTIVITAS BAGIAN | TATALAKSANA OR%IN'S SKPD PEU’\,'\‘VS ASISTEN | SEKDA BI‘:VA‘I'iN &RB Perz‘i‘/ Kik Waktu out put
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 | Surat Edaran Kementrian SE 5 menit | Surat
Pendayagunaan Aparatur k—| |<[ Mulai ] Mentri diterima
Negara dan Reformasi
Birokrasi untuk penyusunan
Laporan SKM ke Bupati dan
Setda disposisi Bagian
Organisasi

2 | Surat Edaran diproses Srt. 5menit | Surat
melalui Tata Usaha diproses Proses g:egriStr diserahkan
Bagian Organisasi dan Bukti
penerimaan, pengagendaan
dan pemilahan sesuai
denganjenis dan sifat surat

3 Dari TU Bagian Organisasi srt. | 15menit | Surat
Surat Edaran naik Oleh ‘:i'd'Spos' diarahkan
Kepala Bagian Organisasi Proses Proses
disposisi ke Kasubbag untuk
ditindak lanjuti

4 | Kasubbag menindaklanjuti Konsep | 60 Konsep
dengan membuat konsep Surat menit Surat
surat permintaan SKM OPD,
diproses lalu disetujui Proses |3 Proses
Kabag kemudian diparaf

5 | Konsep surat dinaikkan ke ya Srt. 120 Surat
Asisten disetujui dan diparaf :i"aikka menit g:ia"data”g
kemudian naik ke Sekda
ditandatangani atas nama
Bupati

6 | Surat kembali ke TU diberi Srt. 10 menit | Surat
nomor dan diregristrasi Proses Diberi diedarkan

nomor
7 | Surat dikirim keseluruh OPD srt. 30 menit | Surat
Lingkup Pemerintah broses dikirim Leitr:'rir::;da”
Kabupaten Bintan dan oPD
ditindaklanjuti dengan
menyusun SKM kemudian
dikirim ke Bupati Bintan
Bagian Organisasi
8 Laporan SKM OPD diterima Z';'\S 60 menit fﬁMh%'?tDl}/tg
. . . . ela itelitl
di Bagian Organisasi proses diterima
9 Bagian Organisasi SKM 20 hari Laporan
penyusunan SKM OPD | I g::hyg :‘i(:t"a';ab'
diteliti tersusun
10 Laporan SKM di paraf ya Laporan 60 menit | SKM OPD
disetujui Asisten dan Sekda \>§ >< an“;likan disetujui
kemudian ditandatangani
Bupati

11 | Laporan SKM Kabupaten Dok SKM | 1 hari SKM Kab.
Bintan tersusun dalam :ianbt.an _?;r;i?:m
bentuk Dokumen sebagai
Laporan
Pertanggungjawaban dan Dok
kemudian dikirim ke
Gubernur Prov. Kepri dan
Kemenpan RB

12 | Pendokumentasian SKM Dok. 5menit | Arsip
Kabupaten Bintan sl i';'k\)/'

Bintan




- NOMOR SOP QuS /DPAD - SOP /0Y

' TANGGAL PENGESAHAN |01 -02 - 2019 1
TANGGAL REVISI
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN

ARSIP DAERAH KABUPATEN BINTAN

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ‘ﬂ _SS

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ARSIP DAERAH
Jalan Alumina MNo. Tedapon { 0771 ) 483753 Kode Pas 28151 EDI PRIBADI. SE. MM
KIJANG PEMEINA UTAMA MUDA
NIP 19630616 198904 1 003

NAMA SOP PELAYANAN ARSIP DINAMIS INAKTIF

DASAR HUKLUM KUALIFIKASI PELAKSANA

|. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran | 1. Hmnarmm! Peruran Bupali feniang Tata Maskeh Dinas
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara | 2 Memahami Peraturan tentang Tata Kearsipan
Nomor 4437), sehagaimana telah diubsh dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
200& tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tepiang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2008
Momor 59, TRmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan |Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahiun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Bepublic indonesia
Nomor 307 L),

3: Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
dan Pemerintah Kabupaten Bintan. I

KETERESITAN ' : FERALATANIPERLENGKAPAN

. SOP Penciptaan Arsip

2. S0P Pengurusan Arsip,

3. S0P Pemberkasan Arsip

4. SOP Penyusutan Arsip

5. S0P Perawaian Arsip )

 PERINGATAN T PENCATATAN DAN PENDATAAN

| T e ——— —_ == =

KomputernPrinterfScannes
TeleponiFaksimile

Formulir Peming@man

Daftar Pengendali Peminjaman

Ao gk B

Dafter Pelayanan Arsip Dinamis: inakif




SOP PFELAYANAN ARSIP DINAMIS INAKTIF

e

PELAKSANA MUTU BAKL | K
ho:| Tespan Mnaiate Pengelola Arsip Unit | Kasi Pengelolaan Pengelola arsip Kelengkapan Wakitu Output R
Kearsipan arsip record centre
1. | a Menenma pemin@m Identilas dirisurat 10 menit Bulku
b Menyampaikan formulir eminjaman pengantar pelayanan
€. Mengisi Buku pelayanan peminja an |
2. |8 Mempelgjeri formulir isian peminjaman i
dan mendalami maksud serta fujuan k Farmulir 30 Menit | lelan formuir
PEMINEM&En arsip, perminjaman [ peminjaman
b. Memverifikasi aksebiltas arsip '
b, Meneruskan ke Pengedola arsp recornd '
cantre. - i o
3. | a Mengecek Arsip yang di butuhkan Daftar Arsip 30 Menil Isian daftar
melakui daftar arsip inaktif inaktif pengendali
b. Menyampsaikan laporan ada dan tlidak L Daftar Pengencali pemimjaman
ny& arsip yang o maksud peminjaman arsip Breip
¢ Menulis di daftar kendali peminjaman |
apabila ada arsip yvang o maksud.
I d. Manyapkan Berita acare Peminjaman
| -Bpsbia arsip asli yang di butuhkan
| & Mennggandakan spabila butuh |
COpyannye o — o : L
4 | a Melengkapi Benta acara peminjaman | Dokumen Berita 20 Mt Pertinggat
| b. menyimpan lembar peminjamanberita + Acara betrila acara
| BCEra paminamaEn Peminjaman paminjaman
| 5 | Menyampaikan srzip yang dimaxsud jika ID card 10 Menit Buku
ada dalam penyimanan di record candre 4 Parsgurumng pelayaran
I

NORMA WAKTU: 100 Menit

hoepakn Dinas Perpustakann dan Arsip Daernh Kabwpiten Bingan

C e

ED PRIBADL SE MM
Pembing Uarama Muda

NIP 196306 16 U850 1 (13




PEMERINTAH KABUPATEM BINTAMN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ARSIP DAERAH
Jalan Alumina MNo. Telepon { 0771 ) 463753 Kode Posz 29451
KIJANG

| NOMOR S0P

ONS [ OPAD - SOF 07

NIP. 19630616 198008 1 003

 TANGGAL PENGESAHAN ol-0x- 2019
TANGGAL REVISI |
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH KABUPATEN BINTAN
EDI PRIEADI, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NAMA S0P . PELAYANAN ARSIP STATIS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

I. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negars
Nomor 2437), scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Momor 5%, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor [52, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesis
Momuor 507 1);

3. Peraturan Bupafi Bintan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan

dan Pemerinlah Kabupaten Sinian

b3

1 Memahami Perfuran Bupali terdang Tala Naskah Dinas
£ Memahami Peraturan tentang Tata Kearsipan

KETERKAITAN

| —

PERALATAN/PERLENGKAPAN

. S0P Penciptaan Arsip
2. S0P Pengurusan Arsip.
3. S0P Pemberkasan Arsip
4. 80P Penyusutan Arsip
5. S0P Perawatan Arsip

Rompuier/Printer/Scanrer
TeleponiFaksmila

Formutir Pemin@rman

Daftar Pengendali Pemingaman

| PERINGATAN

 Dattar Kunjunigan
Caftar Pelayanan Arsip Siatis

PENCATATAN DAN PENDATAAN




SOF PELAYANAN ARSIP STATIS

PELAKSANA MUTL BAKU KET
No | Tahapen ugistan Pengelola Arsip Unit | Kasi Pengelolaan | Pengelala arsip Kelengkapan | Wakty Output
5 Kearsipan arsip Depot Arsip = |
1. | & Menarma paminjam Idzntitas dirfsurat 10 rrenid Dafiar
b. Meminta identitas dan di tukar idantitas paanegarntar kunjLirgan
kurgungan '
b. Mengantar peminfam ke Depot Arsip
2 | a Mempelajari surat pengantar, identitas i
paminjam dan mendalami makeud Formulir 30 Menit | |sian formudic
serta lujuan peminjaman arsip; permin@man pemingaman
b, Memverifikasi aksebditas arsip
b. Mereruskan ke Pengelola arsip depot
| arsip, il { : "
3. | a Mengecek Arsip yang di butuhkan Daftar Arsip statis a0 Mend Isian dafiar
melalui daftar arsip Statis ] Daftar Pengendali pengendal
b. Menyampaikan lacpran ada dan tidak pamingaman arsip pemimjaman
MyE arsip yang d maksid, arsip
e Menulis di daflar kendsli peminjaman |
apabila ada arsip yang di maksud, ;
0 Menyiapkan Besita acara Peminjaman .
[ | apabda arsip asli yang & buluhkan | |
| | & Mennggandakan apabils butuh |
| copyannya = . e = = =l S | - | —— Pl T B S
4. | a Melengkapi Bera acara pemin|aiman Dokumen Berita 20 Menit Periinggal
b. menyimpan lembar peminjaman'berita L_'L'- Acara berita acara
BCara paminiaman e ) | Paminjaman | peminiaman l
— T . . —— I — N FR— —_—— _|
3. | Mengembsalikan identitas peminjiam | 1D carg | 10 Ment Daftar
. Pengunjung Kumunigan
| l |

NORMA WAKTU: 150 Menis

keepula Dhinas Perpusiakaan din Arsign Dersh Kabupaien Bintan

" Al
EDN PRIBADM, 5E &M
Pembinag Uatama Mudg

WIP 19630616 24900 | 03




PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ARSIP CAERAH
Jalan Alumina Mo, Talepon [ 0771 } 453753 Kode Pos 29151
KIJANG

NOMOR SOF OUG /DPAD - SOP F03
TANGGAL PENGESAHAN ol - 03-10i9
TANGGAL REVISI
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH KABUPATEN BINTAN
EDI PRIBADI, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA,
N NIP. 19530818 1980809 1 003
| NAMA SOP PEMBERKASAN ARSIP

e SR

DASAR HUKLIM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Tabun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), schagaimana telah diubah dengan Undang-undang MNomor 12 Tabun
2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah Menjadi Undang-undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Bepublik [ndonesia Nomor 4544);
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2005 tentang kKearsipan |Lembaran Negara Bepublik
Indonesia Tahun 200% Nomor 152, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia
BMomor 507 1);

Peraturan Bupati Bintan Nomior 18 Tahun 2006 tentang Kode Indeks surat Satuan
Organisas di Lingkungan dan Pemerintah Kabupaten Bintan;

4 Peraturan Bupatl Bintan Momor 09 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan dan Pemeriniah Kabupaten Dintan,

5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2014 rentang Tata Kedrsipan i Lngkungan
| dan Pemerintah Kebupaten Bintan.
b e — e et s o
| KETEREAITAN FERALATANFERLENGEARARN
1, 80P P::n-;:ia&;n Arsipy; o = _1_ Map folder,

2, 80P Pebgurusan Arsip; | 2. Sakat Foldar

3. S0P Penvusutan Arsip, 2 Map ganiung

4. S0P Perawatan Arsip. | 4. Fling cabinet

| PERINGATAN

| PENCATATAN DAN PENDATAAN

Daftar berkas arsip
Daflar s barkas aragp

1. Memahami Paraturan Bupali tentang Kode Inded Sural Satuan Orgarisasi,
2. Memahami Periuran Bupal tantang Tata Masksh Dinas,
3. Memahami Paraturan Bupafi ientang Tata Kearsipan,




S0P

PEMBERKASAN ARSIP

PELAKSANA MUTU BAKU | KET 1
N Tahapan keglatan : | X |
" S odl Kabid/kasi | TataUsahaUnit | Kelengkapan | Waktu Output | |
Pengolah |
1 a Sural yang tercipla tarkail balasan alau bukan = Foder arsip; | Bekas arsip aktif
jika sudah selesal secara administrasi - Penjapi keras |
disarahkan ke lala usaha unit pangalah urluk barwarna. |
i berkaskan, |
b Manyatukan swral masuk dan batasan dalam |
| saluberkas yang sama = - =
s B, Menerima sural yang sudah di indak [anjuti Map folder Daftar arsip akbf;
beserta kelengakapannya = Map garturng, Draftar arsip inaktif
b. Memasukan sural dan balasan ke dalam map |- Sakat foider; Panyimpanan arsip akitif dalam filing
folder dan dimasukan dalam map gantung h |- Filing cabinet: cabmel yang rapi. aman dan mudah |
(filing cabinet) ditata berdasar kode klasifikasi, = Boks arsip; ditemukan |
c. Membern sekat folder apabda dalam folder | - Rak arsip. Penyimpanan arsip inaklil dalam boks

terdapat sub-sub masalah yang hamws dipisah
d. Membual dafar aresp aktf sebagas sarana
tefmu balik arsan
0. Memindabkan aragp inaklil (sudah seiessi
pemerikean dan bdak ada temuan) ke dalam
boks arsip

hepaln Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan

Brsip menunggu disarahkan ke record
cantre (depot arsip}

ELN PRIBADI, SE HME

Pembinn Latama Mudi
WP 108306 |6 IR | 0]




PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ARSIP DAERAH
Jatan Alumina No: Telepon ( 0771 | 463753 Kode Pos 25151
KIJANG

| DISAHKAN OLEH

MAMA SOP

KEFALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN

BINTAN

XA

EDI PRIBADI, SE, MM
PEMEBINA UITAMA MLIDA
MIP. 19630616 198009 1 003

NOMOR SOP (M5 /DRAD - <0 £01 ]
TANGGAL PENGESAHAN | @1 -03 - 2019
TANGGAL REVIS!

PENCIPTAAN ARSIP/SURAT

DASAR HUKLIM

(]

ad

"KETERKAITAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun HMM tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomar 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 teatang Perubahan Undang-undang Momor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjad] Undang-undang [Lembaran Negara Bepublik
Indonesia Tahuan 2008 Nomor 59, Tambaban Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar 2844
Undanp-undang Momor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembarsn Negara Hepablik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Bepublik Indenesia Noror 507 1)

Perpiuran Bupati Bintan Nomor |8 Tahun 2006 tentang Kode Indeks surat Satuan Organisasi di
Lingkungan dan Pemenintah Kabupapen Bintan;

Peraturan Bupsti Bintan Nomor 09 Tabun 2010 1entang Tata Naskah Dinas di Lingkungan dan
Pemerintah Kabupaien Bintan;

Peraturan Bupatli Bintan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan dan
Pemerintah Rabupaten Bintan.,

| KUALIFIKASI PELAKSANA

Organisas

1. Memahami Peraturan Bupal fenieng Kode Indek Surat Saluan

2 Memahami Parturan Bupali tertang Tala Naskah Dinas

| 3 Memahami Peraturan Bupal lenlang Tala Kearsipan

| PERALATAN/FERLENGKAPAN

1. BOP Pengurusan Arsip.
2. S0P Pemberkasan Arsip
3, BOP Peowusutan Arsip

4, SOP Perpwatan Arsip

| PERINGATAN

I -

|2
E

| FENCATATAN DAN PENDATAAN

Komputes/PrintarrScannes
Telepon'Faksimile

Kariu kendali suraf keluar
Dahar Pengendal surat keluar

Daftar Fégerﬁah sural keluar
Daftar frgip surat Keduar




s0OFPp

Tahapan kegiatan

_— = = =

1. | a. Mambuai 2 rangkap surat /fbalasan
surat,

b. Memaral surat apabila sudah
berkesesuaian dengan kelenluan
tekhnis

2 | 8 Menyiapken kariu kendal sural keluar 3
rangkap,

b Meneruskan sural dsena kendall surat
kebuar ke fata usaha unit kearsipan

¢ Mencalal sura! keluar pada dafiar
pengendali surat keduar manual dan
glekironik (komputer,

d. Menyimpan Kariu kendal warna merah
dan JIposisi kunng.

e, Manscan sural yang berkategon perimg
dan vital

3. & Menenima sural Deserla kanu kendsal
| keluar den mencalal calam defigr
kandali sural kelugr manual gan
gickironik;
b Meneruskan sural keluar Kepada
| Kasubbag UmumiTL
| & Mamberi nomos surat keluar;
d, Menyimpan 2 karu kendall keluar warma

L | pulihdan kuning;

4. | a Mamveriizas surat kaluar
kesesugiannys dengan Tale Naskan
diras pancmaran dan klasdikasings

b Memberi paraf apabila sudah
berksesuaian dengan pedoman
pencipiaan arsip/sural.

S .

FENCIFTAAN SURAT/ARSIP
PELAKSANA MUTU BAKU | KET
Kasi/Kabid Tata Tata Usaha Kasubbag. Kelengkapan Waktu Cutput |
Usaha Unit Unit UmumiKasub
Pengoleh | Kearsipan bag. TU
| .
= Datafarsip pendukung, - - koOnsep surat
- Komputer;
= Printer;
- Kartu kendali surat keluar, - |- 3rangkap
- Dalar pengendali sural kariu kendali
! keluar unit pengolsh; keluar, |
- Pedoman Naskah Dinas, [ - Kariu kendsi |
- Pedoman tala kearsipan | merah;
- Tickler/Kotak katalog kartu | | - Disposisi
kandai Kuring;
Kompsutar Deflar sursl
| =  Primer helusrs manual
| Scanmer |  danelektronik |
= - i ER | —
Daftar Pengendall surat lsian daftar |
kesluar unit kearsipan pengandali |
i | i - Pedoman Naskai Dings; cural kaluar
= Pedarnan tala kearsipan elexiramk dan
L__ ! TicklerfKotak katakog kartu manual:
kandali, - Ziembar kartu
| - Komputer, ' kendali putih
| | = Prinler A kumirg
- = | ——— I | -
| - Rartukendal sural keluar, - - Catatan pada
¥ | - Pedoman Maskah Dinas: Kartu kendali
|«  Pedoman tata kearspan, surat keluar,
| l ‘ I - Daftar
verifikas sural
| waluar




a Mengembalkan Sural keluar apabila
balem sesuai ketentuan;

b. Mencatat dan memben nomor keluar di
Daftar pengandali surat keluar apabdia

| sudah sesuai dangan kefentuan;

¢ Meneruskan surat kepada

pampinandeepala untuk meminta tanda
tangan/pengesahan;

d. Meryerahkan sural yarg sudah di tands

tangani pinipinan kepada Unil Pengolah

a Memperbaiki surat apabila ada catatan
dan Kasubag. Limum,

b. Menerima surat yang sudah di
lEndatangani pimpinarn,

€. Mengifim surat sesuai alamat tujuan
disertai bukti pengiriman.

d. Menyimpan saiu perfinggallarsip
bersama sural masuk apabila ada ke
dalam map folder dan map gantung dan
ditempatkan dalam fHing caborned

Bukli pengirimarn: - Paratiands
Map foider; tangen
- Map ganiung, panarima surat;
| = Filing cabinet, - Resi apabila via
| = TicklerKotak Kartu kendali | pos:
- Dafatr arsip aknf
| | i unit pangolah

Kepnls Dings Perpustakaan dan Arsip Doernh Kabupaten Binian

-

ETV PELIBALL, SE MM
Fembinn Ulatama Muda
WP |S9a50G 6 198 | 0l




PEMERINTAH KAEUPATEN BINTAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ARSIP DAERAH
Jalan Alumina No. Telepon | 0771 ) 463753 Hode Pos 28151
KIJANG

NOMOR SOF Dus /DPAD - SOF /0L

TANGGAL PENGESAHAN |03 - 03 - 2019

TANGGAL REVISI
DISAHKAMN OLEH

ARSIP DAERAH KABUPATEN BINTAN

R

EDI PRIBADI. SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA

NAMA SOF | PENGURUSAN ARSIP

DASAR HUKUM =

| Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah |Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Momor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undeng Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Scpublik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan [Lemhbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomot 152, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Wommaor 507 15

3 Peraturan Bupati Bintan Nomer 18 Tahun 2006 tentang Kode [ndeks surat Satuan

Organisasi di Lingkungan dan Pemerintah Kabupaten Bintan,

[E-]

HUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mamahami Peraturen Bupati lentang Kode Indek Surat Satuan Organsas)

2 Memahami Peruran Bupali lentang Tata Maskah Dinas,
3. Memahami Peraturan Bupati tentang Tata Kearsipan

4 Peraturan Bupati Bintan Nomer 09 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan dan Pemerintah Kabupaten Bintan, |
5 Permuran Bupatf Bintan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan ,
dan Pemerintah kabupaten Bmtan,
 KETERKAITAN PERALATANIPERLENGKAPAN o
1, S0P Penciptaan Arsip; 1 Komputer/Prirtar/Scanmsr - |
2. S0P Pemberkasan Arsip; 2 TeleponsFaksmmile, :
3. S0P Penyusuiam Arsip 3 Kartu kendail sural masuk
4, 80P Perawatan Arsip. 4 Dattar Pengandall $ural mesuk;
5 Map folder
o _|B Fiingeabinet e |
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN ]
= - ) Daftar Pegendal surat masuk ——
| Draftar Arsip Sural masuk |




SOF

FENGURUSAN ARSIP
[ PELAKSANA MUTU BAKU KET |
Mo | Tabapan teo Tata Usaha Fimpinan Kasubbag. Tata Usaha KASH Kelengkapan Waktu Dutput |
Unit iKepala Umum/Kasubbag. | Unit Pengolah KABID [
| HWearsipan Tu |
1. (& Menerima dan - Daftar kandali surat - Paraf tanda terima;
memaraf surad masuk; s = Isian daftar I
Lk, - Lambar disposisi; kandalisurat masuk:
b Memerikes - Kariu kendali sural
kelengkapan dan masuk.
alamal suratl,
c. Mencalal kedalam
daftar kendali arsip,
d Mengisi lembar
dispasisi; |
& Menyampakan .
sural besarta -
jembar disposisi ke
pimpinan i R = —
I
2 l Mendsposis: surat 1 Disposis (pafirtah.
masuk Sasua | | infarmasi |
\ Tupoksi peryelesaian) pada
== —= = jombardisposisl. | |
3 Ia. Memvenfikasi surst - Burat masuk Faraf pada dispasisi
vang sudah di beseria lembar [ pImpIngn,
dispossi pimpinan dreposisi pimpinan I
saEual TUpoksi; ¥
b. Meneruskan surat
kepada urit I
pangolah sesual |
disposisi pimpaan |
melalui Tata usaha |
uni kearspan 'T e - =  — - | - .
4, | & Melengkapi isian ' Kartu kencal swrat | Catatan pada Karu
daftar kendali | masLis, | kardak sural masuk:
s F Cattar Pengendahi Lembar kariu
b Menyerahkan sural surat masuk [ kerdak sural masuk
diseriai kariu | - Kotak penyimpan | warma kuning. dan
kendal masuk ' kariu kendali sural biruflembar
[sural penting) ataw masck, Disposis perigarias puth
lembar pengantar dan lembar Lembar disposis [
[surat biasa) | | pengantar kuning




©. Meminla tanda
tangan pada keriu
kendali masuk
Nembar pengantar

d Membawa dan
meyimpan lembar
kartu kendah putih,
kunireg, dan birg
atau lembar
penganiar pulin
seria lembar
despossl ineng

e. Menala Kartu
kendall putin
perdasar masalah,
kuning berdasar unit
pengedsh dan binu
bardasar

tanggal/bulan

T Menata lambar
disposisi kuning
berdasar upil
pengolah;

0 Menata lembar
pengantar marah
bardasar um

pengoian

8 Meanarnma surat
beseria karfu
kandafibambar
pengatar dan
menandatangan
penermaanys;

b, Mengambil lembar
csposisi putih dan
disalukan dengan
suUral masuknym

& Mencaiet datam
pengendall surat
masuk-iale useha
unit pengalah

d. Mernyimpan karu
kendall surat masuk
merahiiambas
pengendali merah
dan lembssr
disposisi merah;

Komputer,

Frinter

Daftar pengendali
SuUral keluar |

Koiak parmampan
karie kendall keluar

wama putih dan
kuning

| - Daftar pengandail
siral keluer,
- Kariu Kandal warma
patin dan kuning;
- Daftar dats basa
arsipd surat keluar,
| - Bukti Pengirsman
| sural (ekpedisi/surat
flembar pengantar},
- Dallar arsip keluar
ALral
- Data basa arsip
datam kompuler




_ & Menyerakkan sural
Kepada pipinan unit
pangoiahy;

f. Manata kartu
kendalilembar

Esnossiflambar
pengantar marah
berdasar

masalahiurugan
teknis;

€. Menyimpan arsip
chabm filing cashinet
baseria surat [
balasan apabila I
sudah dilindaklanjuli
pirriinan unit
pangalah;

h. Mengeriri dalam
kompuler dala sural
masuk.

B | & Menerims sural dan
manmdak fanjuti
sesusd disposis +
pmpenanikepala;

b Menyerarkan siursi [ J
asena balasan | |
kepada Tata uzaha )
unet pangohah . .
satalah di |

bndaklamuti uniuk ‘ ‘ l

disimgpan

Kepnla Dinas Perpustakann dan Arsip Daerah Kabapaien Rintan

ED] FRIBADI, SE MM

Pembina Ustama Muda
MNP 19630616 TORDNA | (00




PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ARSIP DAERAH
Jalan Alumina No. Telepon | 0771 } 483753 Kode Pos 29151
ElJANG

1

[ =]

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

b b

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Momor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah Menjadi Undang-undang |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomar 59, Tambahan lembaran Negara Bepublik Indonesin Nomor 4844);
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 fentang kearsipan |Lembaran Negara Republil
Indonesia Tabin 2000 Nomuw 152, Tambahan Lembaran Negara Bepoablik Indonesia
Momor S07 1);

Percturan Bupati Bintan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kode Indeks surat Satusn |

Organisasi di Lingkungan dan Pemerintah Kabupaten Bintan,

Peraturan Bupati Bintan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Naskah [Dinas di
Lingkungan dan Pemerintah Kabupaten Bintan;

Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2054 tentang Tata Kearsipan i Lingkungan
dan Pemerintah Kabupaten Bintan.

SOP Pengurusan Arsip.
S0P Pemberkasan Arsip
SOF Penciplann Arsip
SOF Perawatan Arsip

| PERALATANIPERLENGRAPAN
e
| KomputarPrirmsn Scanner

|2 Telepon/Faksimils

Dhapat arsin/Record Centre

Lemarirak arsp

[ 6. Mesin perghancur kerias

| NOMOR S0P SUS /OPAD - 560 / 06
TANGGAL PENGESAHAN ol -03 ~ap1d
TANGGAL REVISI _
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH KABUPATEN BINTAN
2K |
' EDI PRIBADI, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
B NIP 12630616 198009 1 003
|
NAMA SOP - | PENYUSUTAN ARSIP
KUALIFIKASI PELAKSANA =
1. Memahami Peraturan Bupal tentang Mode indek Surst Satuan Organizas)
2 Mamahami Perturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas
J. Memahami Peraturan Bupati tentar) Tata Kearsipan

| PERINGATAN

3
2
3
d

-5, Pandengin Udsers
T
FI

| Daftar &rgip InakifiSiats

e

! Berita Acara Pemndaban/Pemusnahan/Penysranan arsp




1. FEMINDAHAN ARSIP INAKTIF.

S0P

PENYUSUTAN ARSIF

PELAKSANA MUTU BAKU KET |
h‘P‘“ am == - |
el B Hagiion Tata Usaha | Kasubbagkasi/ Tata Usaha Unit Eelengkapan Wakiu Output I
Linit Kabid/sekretaris Kearsipan
Paengolah it
1 | a Mengeluarkan Berkas - Baoks arsip; & Daftar arsip inaklf
arsip dan filing cabinat Daftar Arsip ir akiif, Berita acara
sasual JRA dan di - Berita acara pemindahan;
pindahkan dalam boks pemindahan; Dokumartasi fote
argp dan ditempatkan Lembar Kariu dan wideo
di record centre (pusat kendall warma
arsip in akti) disimpan merah;
sampai masa akiifinya - Lembar pargatar
sahasai, SUral Warng misran,
b Apabila sudah = Lembar disposisi
memasuki masa inaktf warma kuning; |
| meka i lskukan [ | = Hamsa gan video
pemindahan arsp _ perekam
inaktif ke Recond centra |
[pusat arsip In arsip) ‘ ‘
yang dikefola Uit |
Hearsipan,
c. Membuat dafiar arsip ‘ . |
imakhf yang akar
dipindabkan besara {
berita acara
| pemincdahan | = Eoba—— — = ]
Z | & Menerima arsip inaktif | - - Berila acara
yang sudah dalam boks perenmasn,

arssp dar diserts cafiar |

greip serts bacts acara
pamindahan arsp
iraktd

b Mamarksa
kelengkapan arsip
beserta lembar kerdad
yang diserahkan sesual
dengan daftar arsip ;

o Menandatangar berifs
acara pemindahan
arsyp beseria,

Deflar arsip arsip
irakkil




3, | a Menarma boke arsip Rak arsip, - - Daftar arsip inakdif;
yang sudah tersusun - Ruangan khusus; - Denah lokasi
dalam boks yang - Pengatur subu pENYIMPEnan,
disertai daftar arsip, ruangan; - Katalog

b. Menberi label pada = Lemari arsip, penyimpanen arsip,
kotak arsip dan ditata di - Bukuidaftar layanan - Ceklist parawatan
rak arsip sesuai uruian ¥ arsmp, Aarsip

kelompok unit keda dan - perawatan
nomor urul boks arsip, arsip

¢ Melaksnakan

barkala
arsip dengan bahan
anti perusak arsip,
d. Memberi pelayanan
kepada pengguna arsip
irdernal = —
2. PEMUSNAHAN ARSIP
I PELAKSANA | MUTU BAKU KET
Ho | Tahmpan Kegistn " TataUsaha |  Kasubbag. Tim Pemusnahan Kelengkapan Waktu Oulput
Linit UmumiKasubbag. Arsip
= | Kearsipan L —

| 1 | a. Memeriksa daftar arsg | [ = = | - Daftar arsip nakif |

inaktil dan mnecari | | - Berta acara

arsip arsp yang sudah , parmindahan

memasuki relens |

musnah sesusi JAA | [ [ |

b, Membuat Daftar usul ‘ |
miusnah,

c. Mengabuarkan arsi |
arsip yang terkategor '
missnah dari I |
pEnYIMpansn dan |

. dikelompokan dalam | |
- tersendir 1 . | ——— = !
I 2. | a Memyarfikas: dahar - Daflar verifikasi
usul rmusnah dan . arsp usul musnah,
mengkomunikasikan l = Maotulen rapal
dangan badang | keurdinasi pencipia |
pencipla arsip

b. Membuat tim | SK tim pemusnahan |
pemusnahan arsip; | arsip

¢ Rapat koordinas: tim Burad manyural
pamusnanan arsip I koordinasi




a, Menyispkan sarana
prasarana
pemusnahan,

b. Memeriksa kebanaran
berkas dan isi berkas

yang akan dimusrakan,

c  Melaksnakan
penandalangana
baenia acsrs
pemusnahan;

d, Mendokumentasikan
proses pemusnahan
melall media folo dan
wided

3. PENYERAHAN ARSIP

ko

PELAKSANA
agha -
b i i TataUsaha |  Kasubbag.
Unit Umum/Kasubbag,
| Kearsipan Tu

8. Memenksa daftar arsip
miaklil dan mirscar
araip ersip yang sudah
mamasuki retarnsi
serah sesual JRA,

b, Membieat Dafigr usul
sErah,

c, Mengsluarkan arzip
arsip yang terkategorn
serah dari
peryimpanan dan
dikefampekan dalam
tersendin

Draft Berlia acara
pemusnahan
Hasdl notuben rapat

- Barita acara = Dattar arsip yang di
pEmMUsnanan; musnahkan,
- Daftar arsip yang Barita acara
akan dimsnahkan; pemusnahan yang
- Burat ketarangan sudah
1 persetujuan ditandatangani;
permusnahan dar Dokumeniasi berupa |
pefabar ang argip fato dan video |
berweanang, pemwisnahan arsip. |
= Mesin penca |
kertas;
Kemerg dan video
perekam |
— S ~ 1
MUTU BAKU KET |
Lembaga Kearsipan Kelengkapan Waktu Cutput '
Kabupaten Bintan
- [Dattar Arsap inakid Dattar arsip makiif
usul serah; Berila acara
peryerahan




a. Memverifikas daftar £ = Daftar verifikasi
usul sarah dan ersip usul sergh;
mengkomunikasikan [ = Molulen rapat
dengan bidang ] koordinasi pencipta
penciple arsip | arsp
penyerahan arsip; arsp
erafsan arsi - | i mmm
; rmj mdmgm‘: | = Dwaft Berita acara
lemuaga Kearsipan | penyerahan |
dan bagian hukum : | = Hasil nohen rapat
Kabupaten Bintan |
. Menyiapkan

administras
pelaksanaan
panyaranan

|

| a Memeriksa kebenaran Barita acara - - Daftar arsip yang di
berkas dan isi berkas penyerghan serahlcan;

‘ yang akan Daftar arsip yang - Berita acara
dimusnakan, skan deerghkan peryeranan yang

| b Melaksnakan Sural keterangan sudah
penandalangans | 1 peraeiL|Lan dilardatangani |
haefita acara parneaban a5 - Dowumentas berupa
penyerahar, | —_ pejebar ang [ arsip folo dan video [

d. Mendokumentassan | | bersenang pemusnahan areip I

proSes penyerahan | |« Kamera dan video |
medaui media folo dan | | parakarn [
video ! | |

2o

Repila inas Perpusiakaan dan Arsip Daerab Kabupaten Bintan

EDH PRIBADE SE MM

Fembrma LUsiama Muda
NHY o6 LR | 003




NOMOR S0P EuUS fOFAD - SOF / OF

| TANGGAL PENGESAHAN 0] -03-2019
TANGGAL REVISI - ) —
DISAHKAN DLEH KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN

ARSIP DAERAH HABUPATEMN BINTAN

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ‘ﬂ: g

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ARSIP DAERAH

Jatan Alumina Mo, Telepen { 0771 ) 4B3753 Kode Pos 29151 EDN PRIEADI. SE, MM
KIJANG PEMBINA UTAMA MUDA
L a MIP. 19830518 198809 1 003
B MAMA SOP PERAWATAN ARSIP STATIS
DASAR HUKUM - KUALIFIKAS| PELAKSANA

| Undang-undang Momor 32 Tahun 2004 teotang Pemerintahan Daerah (Lembaran | 1 Memahami Peruran Bupati tenlang Tata Naskah Dinas
Negara Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara | 2 Memahami Peraluran lentang Tata Kearsipan
Momeor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlalan
Deerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 |
Momor 59, Tambahan Lembaran Negara Bepublik indonesia Nomor 4844, [
Undang-undang Nomor 43 Tahun 20090 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republix |
mdonesia Tahun 2009 Nomor |52, Tambahan Lembaran Negara Fepublik indonesia
Nomor 507 1); '
3 Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tehun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan |
|

Ead

dan Pemerintah Kabupaten Bintan.

"KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOF Penciplaan Arsip 11 Komputer/Printer/Scanner
2. S0P Pengurusan Arsip, 2. Telepon/Faksimila
3. S0P Pemberkasan Arsip [ 3. Peralalan Kebersihan _
4. S0P Penyusutan Arsip | 4. Bahan pancegah hama parusak arsip
et U = |5 _Dafar Pengendali Perawatan Arsip : |
PERINGATAN = PENCATATAN DAN PENDATAAN

Ciaftar Perawsian Argip Slatis




S0P PERAWATAN ARSIP STATIS

kepain Dinos Pervustakaan dan Arsip Daerah Kabupgten Bintan

s

EDN PRIBAD

=

Pembing Uarama Mucds
WP 19630616 |REBOS | 003

PELAKSANA MUTU BAKLU KET |
6 | Fabmpan agiatan Pranata Kearsipan Kepala seksi Pengelola Kelengkapan Cutput
Pengelolaan arsip arsip Depaot
arsip
1. | & Membuat daftar perawatan arsip - Komputsr - Daftar
b. Membuat @dwal perawatan = Prinder perawatan
¢ Melaksanakan secara rutin perawatan - Measin Fax - Daftar jadwal
segLiai jadwal = BACHOET perawalan
d. Maneliti arsip arsip yan perlu , - Daftar arssp
perbaikaniresiorasl. YEM
&. Melaksanakan dulikasi arsip direstorasi
2 | a. Menyusun anggaran perawstan asip - Record cenire |- REA
b Menyediakan sanpras parawalan « Pandingin '~ Laporan
arsip + ruangan - Rancangan
c. Membual laporan perawatan arsip « Pengatur suby recond centre
secara berkala - Bahan
g Merancang record centre sesuas pengawe! arsip
kabubuhan
|3 | a4 Mengecek arsip dalam penyimparan - Daftar arsip [- Draftar cek list
| secara berkala sosuai jadwal IPraichif | perawatan
pameariksaan - Termmometer - Log Book
b, Menyatur suhu ruangan record cenfre 3 - Balbdizar perawatan
.. Menjaga kebersinan ruangan Humandity
d. Meksanakan pemernksaan lerhadap = Taialertib
arsip vang memeriukan pengawasan FLEANG N |
eksatra = Dwnah | |
e Memaga keamanan dan ketertban | penyimpanan
ruangan penyimpansn = T o |



FEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PCRPUSTAKAAM DAN ARSIF ARSIF DAERAH
Jalan Alumina No. Telepon ( 0771 | 463753 Kode Pas 28151
KiIJANG

DASAR HUKLM

14

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tahun 2008
Momor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang kearsipan (Lembaran Negars Republik
Indenesia Tahun 30009 Nomor 152, Tambaban Lembaran Negara Repubill Indonesis
Wemor 307 1);

Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
dan Pemerintah Kabupaten Bintan.

1. S0P Penciptaan Arsip
2. S0P Pengurusan Arsip.
3. S0P Pemberkasan Arsip
4. B0P Penyusutan Arsip

KETERKAITAN

PERINGATAN

| 5. Daftar Pengendall Perawstan Arsip

NOMOR S0P Tous sopati -soP /o5
TANGGAL PENGESAHAN ol -03- 2019
_TANGGAL REVISI ik
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH l-mﬂu‘mrzu BINTAN
| EDI PRIBADI, SE. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
- NIP. 19630618 198908 1 003
MAMA SOP PERAWATAN ARSIP DINAMIS INAKTIF
| KUALIFIKASI PELAKSANA o
1. Memahami Periuran Bupab lentang Tata Maskah Dinas [
2. Memahami Peraturan fantang Tala Kearsipan

' PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer Printer Scanner
Tedepon/Faksimile
Feralatan Kebarsiran

|4 Bahan pencegah hama perusak arsip |

[ 1
P
a

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dafiar Perawatan Arsip Inakif



S0P FERAWATAN ARSIP DINAMIS INAKTIF

Kepala inas Perpostakazn dan Srsip Daernh Kabupaten Bipisn

.

SE MM

EIv PRIBA gl

Penabing Ulatanis Muda
MIP 1903066 195 | 03

PELAKSANA MUTU BAKU KET
No | Tahapan kegiatan Pengelola Arsip Unit | Kasubag. Umum Fengelola Kelangkapan Waktu | Oulput
Kearsipan dan kepegawaian arsip record
cantra == 2 g =
1. | & Membuat daftcr perawatan arsip - Kompuisr - Daflar
Eh. Mambuat jadwal perawatan - Printer parawatan
| & Malaksanakan secara rufin perawalan - Mesin Fax - Dafter jadwal
| sesuaij - Racnner parawatan
| d. Meneliti arsip arsip yan per ' - Daftar arsp
I perbakanesiorasi y.ang
L1 o — o direstorasi.
2 ! a. Menyusun anggaran perawatan asip - Record cenire - - RKA&
'b. Menyediakan sanpras perawalan Pendingin |- Laporan
[ arsip L MU gan |- Rancangan
| & Membuat laporan porawatan arsip Pangatur suhu record centre
| secara berkala ! - Bahan
| d. Merancang racord cenire Sesua pengawe! arsip |
| kebutuhan
3 | a Mengecek arsip dalam peryimpanan - Daftar arsip - - Dattar cek list
secara berkatd sosual jadwal inaktif peravatan
|  pemeriksaan - Terrmomelss - Log Book
| b, Mengatur suhu ruangan record cenire 1 - oetbilizer pErawatan
' © Menjagas kebersihan «Jangan l Humandity
| d. Melksanakan pamariksaan lerhadap | - Tataleriib
| sfsip yang memesiukan pengawasan ruangan
ra | Dr=nah
e Menjaga keamanan dan ketermiban penyimpanan |
| MUBMNQEN Penyimpanan S J _—




BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BINTAN

BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR, PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN
KASUBBID DIKLAT DAN SERTIFIKASI

NOMOR SOP : 018/2021

TGL PEMBUATAN : 04 Januari 2021

TGL REVISI : 08 Januari 2021

TGL EFEKTIF : 11 Januari 2021

DISAHKAN OLEH

NTP. 19670303 198603 2 003

NAMA SOP PELATIHAN DASAR / PRAJABATAN CPNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

. Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bintan

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara

. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. I, I, Ill, IV, Prajabatan CPNS Gol. IlI,
Prajabatan CPNS Gol. | dan Il serta Prajabatan CPNS Gol. lll yang Diangkat dari Tenaga Honorer K. 1

dan atau K. 2

1.
2.

Memahami Regulasi tentang Penyelenggaran Diklat Prajabatan CPNS
Memiliki Kompetensi Teknis Penyelenggaraan Diklat D Prajabatan CPNS Pola
Kemitraan

Memahami Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Mampu Berkomunikasi dengan Baik dan Benar

Mampu Mengoperasikan Komputer

Teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Pengadaan Formasi CPNS Pemerintah Kabupaten Bintan
2. Rencana Kegiatan Anggaran Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS
3. Kalender Diklat Prajabatan dari Instansi Penyelenggara

1.

2.
3.
4

Regulasi Diklat Prajabatan / Pelatihan Dasar
Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Data ASN terkait

Komputer dan Printer




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dilaksanakan sesuai dengan Kalender Diklat Prajabatan / Pelatihan Dasar CPNS dari Instansi
Penyelenggara

2. Jika Terjadi Keterlambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Diklat Prajabatan / Pelatihan Dasar CPNS
maka Penyelenggaraan Diklat Prajabatan / Pelatihan Dasar CPNS dapat tertunda dan berpengaruh
pada kenaikan pangkat 100% CPNS

1. Buku Kegiatan
2. Laporan Kegiatan
3. Copy STTPP




KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kepala
BKPSDM

Sekretaris
BKPSDM

Kabid

Kasubid

Lembaga
Diklat
Terakreditasi

Persyaratan /
Kelengkapan

Waktu

Output

Meminta Data CPNS kepada Kasubid
Pengadaan dan Pemberhentian di BKPSDM
Kabupaten Bintan

G

Memverifikasi data CPNS yang memenuhi
persyaratan mengikuti diklat prajabatan

Membuat konsep dan memaraf surat usulan
kerjasama ke Lembaga yang terakreditasi
untuk memfasilitasi pelaksanaan Diklat atau
menyelenggarakan diklat

Menandatangani surat usulan kerjasama ke
Lembaga yang terakreditasi untuk
memfasilitasi pelaksanaan Diklat atau
menyelenggarakan diklat

Mengirim surat usulan kerjasama ke
Lembaga yang terakreditasi untuk
memfasilitasi pelaksanaan Diklat atau
menyelenggarakan diklat

Menerima surat jawaban tentang kesediaan
kerjasama dari Lembaga yang terakreditasi
untuk memfasilitasi pelaksanaan Diklat atau
menyelenggarakan diklat

a. Penyusunan Kesepakatan Bersama dan
Perjanjian Kerjasama (MoU) / Perjanjian
Kerja Sama (PKS)

. Apabila pengiriman maka BKPSDM
menyerahkan biaya diklat sesuai dengan
yang telah ditetapkan oleh LAN-RI serta
mengirimkan peserta

1.CPNS yang dibuktikan
dengan SK CPNS;
2.Berbadan sehat yang
dibuktikan dengan
surat keterangan
dokter pemerintah;
3.Penugasan dari
instansinya yang
dibuktikan dengan
surat tugas;
4.Persyaratan lain yang
ditetapkan oleh
instansinya.

1 hari

Data CPNS

Data calon peserta
diklat prajabatan

Draft surat usulan
telah diparaf

Surat usulan telah
ditandatangani

Surat usulan

Surat jawaban

Surat
kesepakatan
bersama dan
Perjanjian
Kerjasama (MoU)
Penyerahan dana
diklat

Pengiriman
peserta




Apabila penyelenggaraan :

a. Membuat surat kepada para Kepala SKPD
tentang rencana Diklat Prajabatan.

b. Membuat surat tugas.

. Melakukan survey lokasi pelaksanaan
Diklat Prajabatan serta koordinasi
tentang keberangkatan dan kepulangan
peserta dari tempat diklat.

. Mempersiapkan makan dan minum
peserta, perlengkapan peserta, modul
diklat dan panduan diklat.

. Melakukan koordinasi dengan Lembaga
Penyelenggara Diklat Terakreditasi
tentang teknis dan jadwal pelaksanaan
Diklat Prajabatan.

Mempersiapkan pembukaan Diklat
Prajabatan oleh Bupati.

. Melakukan pelaporan mengenai
persiapan pelaksanaan Diklat Prajabatan
kepada pimpinan.

Draft surat
rencana Diklat
Prajabatan

Draft surat tugas
Sambutan
walikota
Laporan
persiapan
pelaksanaan
diklat Prajabatan
Pengadaan
makan dan
minum peserta,
perlengkapan
peserta, modul
diklat dan
panduan diklat

Melakukan pelaporan mengenai persiapan
pelaksanaan Diklat Prajabatan kepada
pimpinan.

Arahan pimpinan

Menerima laporan dan memberikan arahan
terkait pelaksanaan Diklat Prajabatan.

Arahan pimpinan

Menerima arahan dari pimpinan dan
mengarahkan Kasubid.

Arahan pimpinan

Memberi arahan kepada JFU tentang
teknis pelaksanaan Diklat Prajabatan
(pembagian jadwal dan kamar peserta).
Mengatur petugas piket.
Mempersiapkan pembukaan Diklat
Prajabatan.

Jadwal
pelaksanaan
Diklat Prajabatan
Daftar
pembagian
kamar peserta
Daftar petugas
piket




Pelaksanaan Diklat Prajabatan / Pelatihan
Dasar

Pelaksanaan Diklat
Prajabatan /
Pelatihan Dasar

Penyerahan fotocopy Sertifikat Diklat /

STTPP

Sertifikat Diklat /
STTPP




BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BINTAN

BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR, PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN
KASUBBID DIKLAT DAN SERTIFIKASI

NOMOR SOP : 019/2021

TGL PEMBUATAN : 04 Januari 2021

TGL REVISI : 08 Januari 2021

TGL EFEKTIF : 11 Januari 2021
DISAHKAN OLEH 7.

\NTP. 19670303 198603 2 003

DIKLAT KEPEMIMPINAN (PKN) TK. II, Ill DAN DIKLAT

NAMA SOP
PENGAWAS / Diklatpim Tk. IV

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
2. Permendagri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
. Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bintan
. PP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
. Perka LAN No. 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tk. I, II, Ill, IV, Prajabatan CPNS Gol. Ill, Prajabatan CPNS Gol. | dan Il serta
Prajabatan CPNS Gol. lll yang Diangkat dari Tenaga Honorer K. 1 dan atau K. 2

1. Memahami Regulasi tentang Penyelenggaran Diklat Diklat Kepemimpinan Tk. II,
Il dan Diklat Pengawas / Diklatpim Tk. IV
Memiliki Kompetensi Teknis Penyelenggaraan Diklat Diklat Kepemimpinan Tk. II,
IIl dan Diklat Pengawas / Diklatpim Tk. IV Pola Kemitraan
Memahami Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Mampu Berkomunikasi dengan Baik dan Benar
Mampu Mengoperasikan Komputer
Teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat dari Instansi Penyelenggara tentang Pemberitahuan Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk.

II, Il dan Diklat Pengawas / Diklatpim Tk. IV
Kalender Diklat Kepemimpinan Tk. II, Ill, dan Diklat Pengawas / Diklatpim Tk. IV dari Instansi

Penyelenggara

1. Regulasi Diklat Kepemimpinan Tk. Il, Il dan Diklat Pengawas / Diklatpim Tk. IV
2. Dokumen Perencanaan dan Anggaran

3. Data ASN terkait

4. Komputer dan Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




Dilaksanakan sesuai dengan Kalender Diklat Kepemimpinan Tk. Il, Ill, dan Diklat Pengawas | 1.
/ Diklatpim Tk. IV dari Instansi Penyelenggara 2.
Jika Terjadi Keterlambatan dalam Penerimaan Surat tentang Kegiatan Diklat | 3.
Kepemimpinan Tk. I, lll, dan Diklat Pengawas / Diklatpim Tk. IV maka Penyelenggaraan
Diklat Kepemimpinan Tk. II, lll, dan Diklat Pengawas / Diklatpim Tk. IV Tidak Dapat

Buku Kegiatan
Laporan Kegiatan
Copy STTP

Diselenggarakan

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Badan Diklat
Provinsi / Instansi
Penyelenggara

BKPSDM

TSPDI

OPD Terkait

Peserta

Kelengkapan

Waktu

Output

Surat dari badan diklat atau lembaga diklat
pemerintah tentang pemberitahuan
kegiatan diklat Kepemimpinan Tk. I, lll, dan
Diklat Pengawas / Diklatpim Tk. IV

G

Surat
pemberitahuan
kegiatan diklat

Relatif

Surat
pemberitahuan
kegiatan diklat

BKPSDM mengirim surat pemberitahuan
tentang penyelenggaraan pelatihan ke
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait

Surat
pemberitahuan
kegiatan diklat

Surat
pemberitahuan
kegiatan diklat

OPD terkait mengirimkan daftar nama calon
peserta diklat ke BKPSDM

Daftar nama
calon peserta

1 minggu

Daftar nama
calon peserta

BKPSDM membuat daftar usulan nama calon
peserta diklat ke Tim Seleksi Peserta Diklat
Instansi (TSPDI)

Daftar nama
calon peserta

Daftar nama
calon peserta

TSPDI mengirimkan daftar usulan nama
calon peserta yang telah di seleksi

Daftar nama
calon peserta

1 minggu

Daftar nama
calon peserta

BKPSDM mengirim daftar nama calon
peserta yang telah diseleksi ke badan diklat
atau lembaga diklat pemerintah

Daftar nama
calon peserta

1 hari

Daftar nama
calon peserta

Badan diklat atau lembaga diklat pemerintah
terakreditasi mengirim surat panggilan calon
peserta diklat

Surat Panggilan
Calon Peserta
Diklat

Relatif

Surat Panggilan
Calon Peserta
Diklat

BKPSDM membuat Surat Tugas dan SPPD

Surat Tugas dan
SPPD

1 hari

Surat Tugas dan
SPPD

Pelaksanaan diklat Kepemimpinan Tk. II, ll,
dan Diklat Pengawas / Diklatpim Tk. IV

Daftar hadir

Relatif

Daftar hadir

Setelah selesai pelaksanaan diklat, peserta
membuat laporan singkat

Laporan Diklat

Laporan Diklat




Copy Copy
Sertifikat/STTPP Sertifikat/STTPP

Penyerahan fotocopy Sertifikat Diklat/STTPP




BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BINTAN

BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR, PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN
KASUBBID DIKLAT DAN SERTIFIKASI

NOMOR SOP : 020/2021

TGL PEMBUATAN : 04 Januari 2021

TGL REVISI 08 Januari 2021

TGL EFEKTIF 11 Januari 2021

DISAHKAN OLEH

AYA /

o
QE‘L

LAY
i 0303 198603 2 003

NAMA SOP DIKLAT TEKNIS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bintan

1. Memahami Regulasi tentang Penyelenggaran Diklat Teknis
2. Memiliki Kompetensi Teknis Penyelengga Diklat Teknis yang dibuktikan dengan
sertifikat TOC, MOT
Memahami Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Mampu Berkomunikasi dengan Baik dan Benar
Mampu Mengoperasikan Komputer
Teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat dari Badan Diklat atau Lembaga Diklat Pemerintah tentang Pemberitahuan Kegiatan
Diklat Teknis (Kalender Diklat Teknis)

1. Regulasi Diklat Teknis

2. Dokumen Perencanaan dan Anggaran
3. Data ASN terkait

4. Komputer dan Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika Terjadi Keterlambatan dalam Penerimaan Surat tentang Kegiatan Diklat Teknis maka
Penyelenggaraan Diklat Teknis Tidak Dapat Diselenggarakan

1. Buku Kegiatan
2. Laporan Kegiatan
3. CopySTTP




KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Badan/Lembaga
Diklat Terakreditasi

BKPSDM

OPD Terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

Surat dari badan diklat atau lembaga diklat
pemerintah tentang pemberitahuan
kegiatan diklat teknis

O—

Surat
pemberitahuan
kegiatan diklat

Relatif

Surat
pemberitahuan
kegiatan diklat

BKPSDM mengirim surat pemberitahuan
tentang penyelenggaraan pelatihan ke
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait

Surat
pemberitahuan
kegiatan diklat

Surat
pemberitahuan
kegiatan diklat

OPD terkait mengirimkan daftar nama calon
peserta diklat ke BKPSDM

Daftar nama
calon peserta

1 minggu

Daftar nama
calon peserta

BKPSDM mengirim daftar nama calon
peserta ke badan diklat atau lembaga diklat
pemerintah terakreditasi

Daftar nama
calon peserta

Daftar nama
calon peserta

Badan diklat atau lembaga diklat pemerintah
terakreditasi mengirim surat panggilan calon
peserta diklat

Surat Panggilan
Calon Peserta
Diklat

Relatif

Surat Panggilan
Calon Peserta
Diklat

BKPSDM membuat Surat Tugas dan SPPD

Surat Tugas dan
SPPD

1 minggu

Surat Tugas dan
SPPD

Pelaksanaan diklat Teknis

Daftar hadir

Relatif

Daftar hadir

Setelah selesai pelaksanaan diklat, peserta
menerima STTPP danmembuat laporan
singkat

Laporan Diklat

Relatif

Laporan Diklat

Penyerahan laporan dan fotocopy Sertifikat
Diklat/STTPP

Copy
Sertifikat/STTPP

Copy
Sertifikat/STTPP




NOMOR SOP : 021/2021
TGL PEMBUATAN : 04 Januari 2021

TGL REVISI : 08 Januari 2021

TGL EFEKTIF : 11 Januari 2021
DISAHKAN OLEH

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BINTAN

BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR, PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN

KASUBBID DIKLAT DAN SERTIFIKASI TP~ 19670303 198603 2 003

NAMA SOP PENYELENGGERAAN DIKLAT FUNGSIONAL

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 1. Memahami Regulasi tentang Penyelenggaran Diklat Fungsional
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 2. Memiliki Kompetensi Teknis Penyelenggara Diklat Fungsional yang dibuktikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan dengan sertifikat TOC, MOT
Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah . Memahami Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman . Mampu Berkomunikasi dengan Baik dan Benar
Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional. . Mampu Mengoperasikan Komputer
Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, | 6. Teliti
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bintan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Surat dari Badan Diklat atau Lembaga Diklat Pemerintah terakreditasi tentang Pemberitahuan | 1. Regulasi Diklat Fungsional
Kegiatan Diklat Fungsional (Kalender Diklat Fungsional) 2. Dokumen Perencanaan dan Anggaran
3. Data ASN terkait
4. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Buku Kegiatan
Jika Terjadi Keterlambatan dalam Penerimaan Surat tentang Kegiatan Diklat Fungsional maka 2. Laporan Kegiatan
Penyelenggaraan Diklat Fungsional Tidak Dapat Diselenggarakan 3. CopySTTP




KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kepala BKD (PA)

BKD

OPD Terkait

Peserta

Kelengkapan

Waktu

Output

Surat dari badan diklat atau lembaga diklat
pemerintah tentang pemberitahuan
kegiatan diklat fungsional

]

Surat
pemberitahuan
kegiatan diklat

Surat
pemberitahuan
kegiatan diklat

BKPSDM mengirim surat pemberitahuan
tentang penyelenggaraan pelatihan ke
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait

Surat
pemberitahuan
kegiatan diklat

Surat
pemberitahuan
kegiatan diklat

OPD terkait mengirimkan daftar nama calon
peserta diklat ke BKPSDM

Daftar nama
calon peserta

1 minggu

Daftar nama
calon peserta

BKPSDM mengirim daftar nama calon
peserta ke badan diklat atau lembaga diklat
pemerintah terakreditasi

Daftar nama
calon peserta

Daftar nama
calon peserta

Badan diklat atau lembaga diklat pemerintah
terakreditasi mengirim surat panggilan calon
peserta diklat

Surat Panggilan
Calon Peserta
Diklat

Surat Panggilan
Calon Peserta
Diklat

BKPSDM membuat Surat Tugas dan SPPD

Surat Tugas dan
SPPD

Surat Tugas
dan SPPD

Pelaksanaan diklat Fungsional

Daftar hadir

Daftar hadir

Setelah selesai pelaksanaan diklat, peserta
membuat laporan singkat

Laporan Diklat

Laporan Diklat

Penyerahan fotocopy Sertifikat Diklat/STTPP

Copy
Sertifikat/STTPP

Copy
Sertifikat/STTPP




BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BINTAN

BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI DAN KORPRI
KASUBBID PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN

NOMOR SOP : 022/2021

TGL PEMBUATAN : 04 Januari 2021

TGL REVISI 08 Januari 2021

TGL EFEKTIF 11 Januari 2021

DISAHKAN OLEH

NP7 19670303 198603 2 003

NAMA SOP PENGURUSAN KARIS / KARSU

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Keputusan Kepala BKN Nomor 0666/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

3. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 Maret 1983 tentang Petunjuk Permintaan,
Penetapan, Penggunaan Kartu istri / Kartu Suami PNS

1. Memahami Tupoksi

2. Mengetahui Aturan Perundang-Undangan Kepegawaian
3. Mampu Melakukan Administrasi Surat

4. Mampu Mengoperasikan Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Tupoksi
2. BKN Kanreg XII

1. Surat Masuk

2. Buku Agenda Surat Masuk
3. Lembar Disposisi

4. Komputer dan Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika Tidak Disusun Maka Pengurusan KARIS/ KARSU Tidak Dapat Terlaksana Dengan Baik

- Buku Agenda Surat Masuk
- Arsip Disimpan Dalam Bentuk Hard Copy




KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kasubid

Kabid

Kepala
BKPSDM

BKN
Kanreg XII

Kelengkapan

Waktu

Output

Membuat usulan Karis/Karsu melalui aplikasi
Si-MANTAN

- Daftar Keluarga
- Laporan Perkawinan
- Surat Nikah
- Foto Pasangan

30 Menit

Data usulan Karis/Karsu

Melakukan verifikasi usulan Karis/Karsu
secara paperless melalui aplikasi Si-MANTAN

Dokumen soft copy
persyaratan administrasi
pengurusan Karis/ Karsu

10 Menit

Dokumen soft copy
persyaratan administrasi
pengurusan Karis/ Karsu

Menginformasikan kepada PNS yang
bersangkutan apabila terdapat kekurangan
berkas usulan Karis/Karsu

Kelengkapan dokumen
persyaratan administrasi
pengurusan Karis/ Karsu

10 Menit

Kelengkapan dokumen
persyaratan administrasi
pengurusan Karis/ Karsu

Melakukan input data usulan Karis/Karsu ke
aplikasi Si-MANTAN

Dokumen soft copy
persyaratan administrasi
pengurusan Karis/ Karsu

15 Menit

Dokumen soft copy
persyaratan administrasi
pengurusan Karis/ Karsu

Membuat surat pengantar usulan
Karis/Karsu secara kolektif

Data nama PNS yang
bersangkutan

30 Menit

Draft Surat Pengantar

Menandatangani surat pengantar usulan
Karis/Karsu

Draft surat pengantar

5 Menit

Surat Pengatar yang
sudah ditandatangani

Melakukan scan surat pengantar usulan
Karis/Karsu dan mengupload surat pengatar

Surat Pengantar

15 Menit

Soft Copy Surat
Pengantar

Mengirim usulan Karis/Karsu secara kolektif
melalui aplikasi Si-MANTAN

Data PNS yang
bersangkutan

10 Menit

Data Terkirim

Menunggu notifikasi Karis/Karsu selesai
dicetak Kanreg XIl BKN Pekanbaru

Data PNS yang
bersangkutan

1 Bulan

Nama PNS yang
Karis/Karsu selesai

Menjemput Karis/ Karsu dan Menyerahkan
Karis/ Karsu kepada pemohon

Salinan Surat Pengantar

Karis/Karsu yg telah
selesai di cetak

Menjemput Karis/ Karsu dan Menyerahkan
Karis/ Karsu kepada pemohon

Salinan Surat Pengantar

1 Minggu

Karis/Karsu yg telah
selesai di cetak




BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BINTAN

BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI DAN KORPRI
KASUBBID PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN

NOMOR SOP : 023/2021

TGL PEMBUATAN : 04 Januari 2021

TGL REVISI 08 Januari 2021

TGL EFEKTIF 11 Januari 2021

DISAHKAN OLEH

BADAN KEPEGAWAIAN &
PENGEMBANGAN SUME
DAYA MANUSIA

NTP. 19670303 198603 2 003

NAMA SOP PENGURUSAN PENGGANTIAN KARPEG

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
3. Keputusan Kepala BKN Nomor 0666/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

1. Memahami Tupoksi
2. Mengetahui Aturan Perundang-Undangan Kepegawaian
3. Mampu Melakukan Administrasi Surat

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Tupoksi
2. BKN Kanreg XII

1. Surat Masuk

2. Buku Agenda Surat Masuk
3. Lembar Disposisi

4. Komputer dan Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika Tidak Disusun Maka Pengurusan Penggantian KARPEG Tidak Dapat Terlaksana Dengan Baik

- Buku Agenda Surat Masuk
- Arsip Disimpan Dalam Bentuk Hard Copy




KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Kasubid Kabid

Kepala
BKPSDM

BKN
Kanreg XII

Kelengkapan

Waktu

Output

Membuat usulan Karpeg pengganti melalui
aplikasi Si-MANTAN

—

- SKCPNS
- SKCPNS
- STTPL
- Pas Foto

30 Menit

Data usulan Karpeg
Pengganti

Melakukan verifikasi usulan pengganti Karpeg
secara paperless melalui aplikasi Si-MANTAN

Dokumen soft copy
persyaratan administrasi
penggantian Karpeg

10 Menit

Dokumen soft copy
persyaratan administrasi
penggantian Karpeg

Menginformasikan kepada PNS yang
bersangkutan apabila terdapat kekurangan
berkas usulan penggantian Karpeg

Kelengkapan dokumen
persyaratan administrasi
penggantian Karpeg

10 Menit

Kelengkapan dokumen
persyaratan administrasi
penggantian Karpeg

Melakukan input data usulan penggantian
Karpeg ke aplikasi Si-MANTAN

Dokumen soft copy
persyaratan administrasi
penggantian Karpeg

15 Menit

Dokumen soft copy
persyaratan administrasi
penggantian Karpeg

Membuat surat pengantar usulan penggantian
Karpeg

Data nama PNS yang
bersangkutan

30 Menit

Draft Surat Pengantar

Menandatangani surat pengantar usulan
penggantian Karpeg

Draft surat pengantar

5 Menit

Surat Pengantar yang
sudah ditandatangani

Melakukan scan surat pengantar usulan
penggantian Karpeg dan mengupload surat
pengantar

Surat Pengantar

15 Menit

Soft Copy Surat Pengantar

Mengirim usulan penggantian Karpeg melalui
aplikasi Si-MANTAN

Data PNS yang
bersangkutan

10 Menit

Data Terkirim

Menunggu notifikasi penggantian Karpeg selesai
dicetak Kanreg XIl BKN Pekanbaru

Data PNS yang
bersangkutan

1 Bulan

Nama PNS yang Karpeg
nya selesai

Menjemput penggantian Karpeg dan
Menyerahkan Karpeg kepada pemohon

Salinan Surat Pengantar

Penggantian Karpeg yg
telah selesai di cetak

Menjemput penggantian Karpeg dan
Menyerahkan Karpeg kepada pemohon

Salinan Surat Pengantar

2 Minggu

Penggantian Karpeg yg
telah selesai di cetak




BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
KABUPATEN BINTAN

BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR, PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN
KASUBBID PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN

NOMOR SOP : 024/2021

TGL PEMBUATAN : 04 Januari 2021

TGL REVISI : 08 lJanuari 2021

TGL EFEKTIF : 11 Januari 2021

DISAHKAN OLEH

BADAN KEPEGAWAIAY \
PENGEMBANGAN SUMBE I
DAYA MANUSIA

NAMA SOP PENILAIAN P2KP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. PP 46 Tahun 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

3. Perka BKN No.1 Tahun 2013 ttg Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 ttg
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

1. Memahami peraturan perundang-undangan sebagai pedoman Sasaran
Kinerja Pegawai

2. Mampu Mengoperasikan Komputer

3. Teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penilaian P2KP

1. Komputer dan Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Permohonan dan Berkas Pendukung sesuai Persyaratan




Proses

Pelaksana

Mutu Baku

Pejabat
Penilai

Pegawai

Atasan
Pejabat
Penilai

Kasubbag
Kepegawaian

BKPSDM

Kelengkapan

Waktu

Keterangan

Melakukan
penilaian P2KP
Menandatangani
hasil penilaian
P2KP

SKP
Laporan
Penilaian
Capaian
SKP
Perilaku
Kerja

Hasil
penilaian
P2KP

Dilakukan setiap akhir
tahun, paling lambat
tanggal 15 Januari Tahun
N+1

Mempelajari hasil
penilaian P2KP

pY

Hasil
Penilaian
SKP

Hasil
Penilaian
P2KP

Menandatangani
P2KP

Tidak
setuju

I
* Setuju

Hasil
Penilaian
SKP

Hasil
Penilaian
P2KP

Mengajukan dan
menandatangani
keberatan secara
tertulis beserta alas
an —alasannya pada
formular P2KP

I
Ll

Hasil
Penilaian
SKP

Keberatan
Tertulis

Keberatan diajukan paling
lama 14 (empat belas) hari
sejak diterima hasil penilaian
prestasi kerja

Membuat tanggapan
secara tertulis atas
keberatan PNS yang
dinilai

L

Keberatan
tertulis

Tanggapan
tertulis




Meminta
penjelasan
kepada pejabat
penilai dan
pegawai
Melakukan
koreksi dan
menetapkan
hasil penilaian
prestasi kerja

Tanggapan
tertulis

Penjelasan
dari
pegawai
dan Pejabat
penilai,
hasil
penilaian
final

Atasan pejabat penilai dapat
melakukan perubahan nilai
P2KP pegawai berdasarkan
alas an dan bukti yang cukup.

Menandatangani
hasil P2KP

Hasil P2KP

Penilaian
P2KP

Memproses
Pengiriman P2KP ke
BKPSDM

Penilaian
P2KP

Rekapitulasi
P2KP

Dibuat rangkap 3:

1 set untuk pegawai ybs
1 set untuk Kasubbag
Kepegawaian

1 set untuk BKPSDM




BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BINTAN

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
KASUBBID PROMOSI DAN PENGEMBANGAN KARIR

NOMOR SOP : 025/2021

TGL : 04 Januari 2021
PEMBUATAN

TGL REVISI : 08 Januari 2021

TGL EFEKTIF 11 Januariﬂ].].\h
ZATH] are ?

DISAHKAN OLEH

NIP. 19670303 198603 2 003

NAMA SOP SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.
3.
4

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019
tentang Pengisian Jabatan Pimpinaan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi
Pemerintah.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembinaan
Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

1. Memahami peraturan perundang-undangan sebagai pedoman
pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama
Mampu Mengoperasikan Komputer
Teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.

SOP Seleksi Terbuka JPT

1. Komputer dan Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Daftar nama pelamar JPT
2. Berkas pendukung masing-masing pelamar JPT




KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pejabat
Pembina
Kepegawaian
(PPK)

Panitia
Seleksi
(Pansel)

Asessment
Centre

Pejabat
Yang
Berwenang

Kelengkapan Waktu

PPK menyusun dokumen rencana kegiatan

Tak disetujui

>

Dokumen nama jabatan,
tupoksi jabatan, kualifikasi
dan standar kompetensi,
panitia seleksi dan
biodatanya, metode seleksi
dan jadwal pelaksanaan

Proposal

PPK berkoordinasi dengan KASN, apabila
disetujui maka pelaksanaan seleksi terbuka
bisa dimulai

disetujui

Rekomendasi

PPK membentuk Panitia Seleksi yang terdiri
dari unsur internal dari Pemerintah Kab.
Bintan dan unsur eksternal (Pejabat instansi
lain dan Akademisi/Pakar/Profesional) dan
menunjuk Assessment Centre/Assessor

10 hari

SK Pansel dan
SK Tim
Assessor

Proses Seleksi Terbuka JPT Pratama
(Pengumuman Pendaftaran, Seleksi
Administrasi, Assessment, Penulisan
makalah, Presentasi Makalah, Rekam Jejak
dan Penguman Hasil)

30 hari

Daftar Nama
Calon JPT

Pansel memilih dan mengajukan 3 calon
terbaik kepada PPK melalui PyB

Daftar Nama
Calon JPT

PyB menyampaikan 3 calon terbaik usulan
Pansel kepada PPK dan PPK memilih salah
satu dan dilantik sebagai JPT Pratama

SK Pelantikan

Pansel melaporkan hasil seleksi terbuka JPT
kepada KASN

Laporan




BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BINTAN

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
KASUBBID MUTASI

NOMOR SOP : 026/2021

TGL PEMBUATAN : 04 Januari 2021

TGL REVISI : 08 Januari 2021

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NIP. 19670303 198603 2 003

NAMA SOP PENGURUSAN PENGANTAR USULAN TEWAS PNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun PNS dan Janda/ Duda

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

1. Memahami Tupoksi

2. Mengetahui Aturan Perundang-Undangan tentang Pensiun PNS
3. Mampu Mengoperasikan Komputer

4. Memahami Program SAPK BKN

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Tupoksi

2. OPD Se Kabupaten Bintan

3. BKPSDM Prov Kepulauan Riau
4. BKN Kanreg XIl Pekanbaru

1. Data Base Kepegawaian
2. Komputer dan Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika Tidak Disusun Maka Pengurusan Pensiun Tidak Dapat Terlaksana Dengan Baik Dan Terjadi
Keterlambatan Terbitnya SK Pensiun PNS

Update Data Pegawai Yang Pensiun Pada Database Kepegawaian BKPSDM dan Berkas
Disimpan Dalam Bentuk Hard Copy




PENGURUSAN PENGANTAR USULAN TEWAS PNS

Kegiatan

Mutu Baku

Pelaksana

Kasubbid

Mutasi Kabid Mutasi

Bidang PPIK

Kepala
BKPSDM

Kelengkapan

Menerima dokumen usulan penetapan tewas PNS

usulan penetapan tewas PNS

10 menit

memeriksa kelengkapan dokumen usulan penetapan tewas
PNS

usulan penetapan tewas PNS

5 menit

Mendisposisi surat pengantar usulan penetapan tewas PNS

usulan penetapan tewas PNS
disertai lembar disposisi

Mendisposisi surat pengantar usulan penetapan tewas PNS

usulan penetapan tewas PNS
disertai lembar disposisi

5 menit

Memproses dokumen, melakukan entry data, membuat
draft surat usulan penetapan tewas PNS

Berkas kelengkapan disertai
Surat Bebas Pidana dan
Disiplin

60 hari

Memeriksa dan memparaf draft surat usulan penetapan
tewas PNS

draft surat usulan penetapan
tewas PNS

20 menit

Memeriksa dan memparaf draft surat usulan penetapan
tewas PNS

<>
<

draft surat usulan penetapan
tewas PNS

memeriksa dan menandatangani surat usulan penetapan
tewas PNS

draft surat usulan penetapan
tewas PNS

20 menit

Mengagendakan dan menyerahkan surat usulan penetapan
tewas PNS

surat usulan penetapan
tewas PNS




BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BINTAN

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
KASUBBID MUTASI

NOMOR SOP 1 27/2021

TGL PEMBUATAN : 04 Januari 2021

TGL REVISI : 08 Januari 2021

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NIP. 19670303 198603 2 003

NAMA SOP PENERBITAN KEPUTUSAN PENETAPAN TEWAS PNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun PNS dan Janda/ Duda

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

1. Memahami Tupoksi

2. Mengetahui Aturan Perundang-Undangan tentang Pensiun PNS
3. Mampu Mengoperasikan Komputer

4. Memahami Program SAPK BKN

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Tupoksi

2. OPD Se Kabupaten Bintan

3. BKPSDM Prov Kepulauan Riau
4. BKN Kanreg XIl Pekanbaru

1. Data Base Kepegawaian
2. Komputer dan Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika Tidak Disusun Maka Pengurusan Pensiun Tidak Dapat Terlaksana Dengan Baik Dan Terjadi
Keterlambatan Terbitnya SK Pensiun PNS

Update Data Pegawai Yang Pensiun Pada Database Kepegawaian BKPSDM dan Berkas
Disimpan Dalam Bentuk Hard Copy




PENERBITAN KEPUTUSAN PENETAPAN TEWAS PNS

Kegiatan

Mutu Baku

Kasubbid

Pelaksana Mutasi

Kabid
Mutasi

Kepala
BKPSDM

Sekretaris
Daerah

Bupati
Bintan

Kelengkapan

Menerima surat BKN tentang hasil sidang penetapan
tewas

-—

Surat sidang penetapan
tewas

Mendisposisi surat sidang penetapan tewas

Surat sidang penetapan
tewas disertai lembar
disposisi

5 menit

Mendisposisi surat sidang penetapan tewas

Surat sidang penetapan
tewas disertai lembar
disposisi

5 menit

Memproses sesuai disposisi, membuat nota dinas
dan draft SK penetapan tewas PNS

Draft SK penetapan tewas
PNS dan nota dinas

60

Memeriksa draft SK Penetapan Tewas PNS dan
memaraf nota dinas

Draft SK penetapan tewas
PNS dan nota dinas

Memeriksa draft SK Penetapan Tewas PNS dan
memaraf nota dinas

Draft SK penetapan tewas
PNS dan nota dinas

Memeriksa draft SK Penetapan Tewas PNS dan
menandatangani nota dinas

Draft SK penetapan tewas
PNS dan nota dinas

Memeriksa dan memaraf draft SK Penetapan Tewas

Draft SK penetapan tewas
PNS dan nota dinas

Memeriksa dan menandatangani SK Penetapan
Tewas PNS

Draft SK penetapan tewas
PNS dan nota dinas

Mengagendakan dan menyerahkan SK Penetapan
Tewas PNS

SK penetapan tewas PNS




BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BINTAN

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
KASUBBID MUTASI

NOMOR SOP : 028/2021

TGL PEMBUATAN 04 Januari 2021

TGL REVISI 08 Januari 2021

TGL EFEKTIF

11 Januari 2021

DISAHKAN OLEH

NIP. 19670303 198603 2 003

NAMA SOP PENGURUSAN PENGANTAR PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun PNS dan Janda/ Duda

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

1. Memahami Tupoksi

2. Mengetahui Aturan Perundang-Undangan tentang Pensiun PNS
3. Mampu Mengoperasikan Komputer

4. Memahami Program SAPK BKN

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Tupoksi

2. OPD Se Kabupaten Bintan

3. BKPSDM Prov Kepulauan Riau
4. BKN Kanreg XIl Pekanbaru

1. Data Base Kepegawaian
2. Komputer dan Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika Tidak Disusun Maka Pengurusan Pensiun Tidak Dapat Terlaksana Dengan Baik Dan Terjadi
Keterlambatan Terbitnya SK Pensiun PNS

Update Data Pegawai Yang Pensiun Pada Database Kepegawaian BKPSDM dan Berkas
Disimpan Dalam Bentuk Hard Copy




PENGURUSAN PENGANTAR PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS

Kegiatan

Mutu Baku

Pelaksana

Kasubbid
Mutasi

Kabid Mutasi

Bidang PPIK

Kepala
BKPSDM

Kelengkapan

Menerima dokumen usulan pensiun PNS melalui aplikasi
SIMANTAN

berkas kelengkapan

10 menit

memeriksa kelengkapan dokumen usulan pensiun PNS

Berkas kelengkapan

5 menit

Penerbitan Surat Pernyataan Bebas Disiplin dan Bebas
Pidana PNS

<>

Berkas kelengkapan

Memproses dokumen, melakukan entry data, membuat
draft pengantar pertimbangan teknis pensiun

Berkas kelengkapan disertai
Surat Bebas Pidana dan
Disiplin

Memeriksa dan memparaf draft pengantar pertimbangan
teknis pensiun PNS

Berkas kelengkapan disertai
Surat Bebas Pidana dan
Disiplin

20 menit

Memeriksa dan memparaf draft pengantar pertimbangan
teknis pensiun PNS

Berkas kelengkapan disertai
Surat Bebas Pidana dan
Disiplin

20 menit

menandatangani surat pengantar pertimbangan teknis
pensiun PNS

Berkas kelengkapan disertai
Surat Bebas Pidana dan
Disiplin

20 menit

Mengagendakan pengantar pertimbangan teknis pensiun
PNS

Pengantar pertimbangan
teknis dan nota usul mutasi

Mengunggah dan mengirimkan pengantar pertimbangan
teknis pensiun PNS berserta kelengkapan lainnya ke dalam
aplikasi DOCU DIGITAL BKN dan SAPK BKN

Pengantar pertimbangan
teknis dan nota usul mutasi




BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BINTAN

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
KASUBBID MUTASI

NOMOR SOP : 029/2021

TGL PEMBUATAN 04 Januari 2021

TGL REVISI 08 Januari 2021

TGL EFEKTIF

11 Januari 2021

DISAHKAN OLEH

NIP. 19670303 198603 2 003

NAMA SOP PENERBITAN KEPUTUSAN PENSIUN PNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun PNS dan Janda/ Duda

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

1. Memahami Tupoksi

2. Mengetahui Aturan Perundang-Undangan tentang Pensiun PNS
3. Mampu Mengoperasikan Komputer

4. Memahami Program SAPK BKN

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Tupoksi

2. OPD Se Kabupaten Bintan

3. BKPSDM Prov Kepulauan Riau
4. BKN Kanreg XIl Pekanbaru

1. Data Base Kepegawaian
2. Komputer dan Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika Tidak Disusun Maka Pengurusan Pensiun Tidak Dapat Terlaksana Dengan Baik Dan Terjadi
Keterlambatan Terbitnya SK Pensiun PNS

Update Data Pegawai Yang Pensiun Pada Database Kepegawaian BKPSDM dan Berkas
Disimpan Dalam Bentuk Hard Copy




PENERBITAN KEPUTUSAN PENSIUN PNS

Kegiatan

Mutu Baku

Pelaksana

Kasubbid
Mutasi

Kabid
Mutasi

Kepala
BKPSDM

Sekretaris
Daerah

Bupati
Bintan

Kelengkapan

Menerima Pertimbangan Teknis Pensiun PNS

-

Surat Pertimbangan Teknis
Pensiun PNS

10 menit

Mendisposisi surat Pertimbangan Teknis PNS

—

Surat Pertimbangan Teknis
Pensiun PNS disertai
lembar disposisi

5 menit

Mendisposisi surat Pertimbangan Teknis PNS

—

Surat Pertimbangan Teknis
Pensiun PNS disertai
lembar disposisi

5 menit

Memproses sesuai disposisi, mengunduh draft SK
Pensiun PNS, membuat nota dinas dan draft keputusan
Pensiun PNS PNS

Draft SK Pensiun PNS dan
nota dinas

60 menit

Memeriksa draft SK Pensiun PNS dan memaraf nota
dinas

Draft SK Pensiun PNS dan
nota dinas

20 menit

Memeriksa draft SK Pensiun PNS dan memaraf nota
dinas

Draft SK Pensiun PNS dan
nota dinas

20 menit

Memeriksa draft SK Pensiun PNS dan menandatangani
nota dinas

Draft SK Pensiun PNS dan
nota dinas

Memeriksa dan memaraf draft SK Pensiun

Draft SK Pensiun PNS dan
nota dinas

Memeriksa dan menandatangani SK Pensiun PNS

Draft SK Pensiun PNS dan
nota dinas

Mengagendakan dan menyerahkan SK Pensiun PNS

SK Pensiun PNS




NOMOR SOP : 30/2021
TGL PEMBUATAN : 04 Januari 2021

TGL REVISI : 08 Januari 2021

TGL EFEKTIF : 11 Januari 2021
DISAHKAN OLEH PREPEGENVAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

.A\‘
l.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SAOAN KEPEGAWAI

PENGEMBANGAN S§

KABUPATEN BINTAN

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI ,
KASUBBID MUTASI NIP. 19670303 198603 2 003
NAMA SOP PENGURUSAN PENERBITAN REKOMENDASI MENERIMA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah | 1. Memahami Tupoksi
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Mengetahui Aturan Perundang-Undangan Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 3. Mampu Melakukan Administrasi Surat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 4. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Tupoksi 1. Surat Masuk
2. Database Kepegawaian 2. Lembar Disposisi
3. Database Kepegawaian
4. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Buku Agenda Surat Masuk, Surat Keluar

Jika Tidak Disusun Maka Proses Pindah Masuk Tidak Dapat Terlaksana Dengan Baik o
- Arsip Disimpan dalam bentuk Hard Copy




PENERBITAN REKOMENDASI MENERIMA (USUL MUTASI)

Kegiatan

Mutu Baku

Pelaksana

Kasubbid
Mutasi

Kepala
BKPSDM

Sekretaris
Daerah

Kelengkapan

Menerima surat permohonan rekomendasi menerima
(usul mutasi) dari Sekretariat

Berkas usulan rekomendasi
menerima

10 menit

Mendisposisi surat permohonan rekomendasi
menerima

Berkas Usulan
rekomendasi menerima
disertai lembar disposisi

5 menit

Mendisposisi surat permohonan rekomendasi
menerima

Berkas Usulan
rekomendasi menerima
disertai lembar disposisi

5 menit

Memproses sesuai disposisi, melakukan entry data,
membuat nota dinas dan draft rekomendasi menerima

Draft rekomendasi
menerima dan nota dinas

60 menit

Memeriksa draft rekomendasi menerima dan memaraf
nota dinas

Draft rekomendasi
menerima dan nota dinas

20 menit

Memeriksa draft rekomendasi menerima dan memaraf
nota dinas

<

Draft rekomendasi
menerima dan nota dinas

Memeriksa dan memaraf draft rekomendasi menerima
serta menandatangani nota dinas

Draft rekomendasi
menerima dan nota dinas

Memeriksa dan memaraf draft rekomendasi menerima

Draft rekomendasi
menerima dan nota dinas

Memeriksa dan memaraf draft rekomendasi menerima

Draft rekomendasi
menerima dan nota dinas

Mengagendakan dan menyerahkan surat rekomendasi
menerima

surat rekomendasi
menerima (usul mutasi)




NOMOR SOP : 31/2021
TGL PEMBUATAN : 04 Januari 2021

TGL REVISI : 08 Januari 2021

TGL EFEKTIF : 11 Januari 2021
DISAHKAN OLEH PREPEGENVAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

.A\‘
l.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SAOAN KEPEGAWAI

PENGEMBANGAN S§

KABUPATEN BINTAN

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI ’
KASUBBID MUTASI NIP. 19670303 198603 2 003
NAMA SOP PENGURUSAN PENGANTAR PERTIMBANGAN TEKNIS DAN NOTA USUL MUTASI

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah | 1. Memahami Tupoksi
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Mengetahui Aturan Perundang-Undangan Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 3. Mampu Melakukan Administrasi Surat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 4. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Tupoksi 1. Surat Masuk
2. Database Kepegawaian 2. Lembar Disposisi
3. Database Kepegawaian
4. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Buku Agenda Surat Masuk, Surat Keluar

Jika Tidak Disusun Maka Proses Pindah Masuk Tidak Dapat Terlaksana Dengan Baik o
- Arsip Disimpan dalam bentuk Hard Copy




PENGURUSAN PENGANTAR PERTIMBANGAN TEKNIS DAN NOTA USUL MUTASI

Kegiatan

Mutu Baku

Pelaksana

Kasubbid
Mutasi

Kabid
Mutasi

Kepala
BKPSDM

Sekretaris
Daerah

Bupati
Bintan

Kelengkapan

Menerima Rekomendasi melepas dan dokumen/
berkas kelengkapan lainnya dari Sekretariat

berkas kelengkapan

Mendisposisi surat/ dokumen kelengkapan

—

Berkas kelengkapan
disertai lembar disposisi

5 menit

Mendisposisi surat/ dokumen kelengkapan

Berkas kelengkapan
disertai lembar disposisi

5 menit

Memproses sesuai disposisi, melakukan entry data,
membuat nota dinas, draft pengantar pertimbangan
teknis dan nota usul mutasi

Draft pengantar
pertimbangan teknis,
nota usul mutasi dan nota
dinas

Memeriksa draft pengantar pertimbangan teknis dan
nota usul mutasi serta memaraf nota dinas

Draft pengantar
pertimbangan teknis,
nota usul mutasi dan nota
dinas

Memeriksa draft pengantar pertimbangan teknis dan
nota usul mutasi serta memaraf nota dinas

Draft pengantar
pertimbangan teknis,
nota usul mutasi dan nota
dinas

Memeriksa dan memaraf draft rekomendasi melepas
serta menandatangani nota dinas

Draft pengantar
pertimbangan teknis,
nota usul mutasi dan nota
dinas

Memeriksa dan memaraf draft pengantar
pertimbangan teknis dan nota usul mutasi

Draft pengantar
pertimbangan teknis,
nota usul mutasi dan nota
dinas

Memeriksa dan menandatangani pertimbangan
teknis dan nota usul mutasi

p

Draft pengantar
pertimbangan teknis,
nota usul mutasi dan nota
dinas

Mengagendakan dan menyerahkan pengantar
pertimbangan teknis dan nota usul mutasi

Pengantar pertimbangan
teknis dan nota usul
mutasi




NOMOR SOP : 32/2021
TGL PEMBUATAN : 04 Januari 2021

TGL REVISI : 08 Januari 2021

TGL EFEKTIF : 11 Januari 2021
DISAHKAN OLEH PREPEGENVAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

.A\‘
l.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SAOAN KEPEGAWAI

PENGEMBANGAN S§

KABUPATEN BINTAN

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

KASUBBID MUTASI NIP. 19670303 198603 2 003

PENGURUSAN PENERBITAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PNS PINDAH
NAMA SOP MASUK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah | 1. Memahami Tupoksi
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Mengetahui Aturan Perundang-Undangan Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 3. Mampu Melakukan Administrasi Surat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 4. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Tupoksi 1. Surat Masuk
2. Database Kepegawaian 2. Lembar Disposisi
3. Database Kepegawaian
4. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Buku Agenda Surat Masuk, Surat Keluar

Jika Tidak Disusun Maka Proses Pindah Masuk Tidak Dapat Terlaksana Dengan Baik .
- Arsip Disimpan dalam bentuk Hard Copy




PENERBITAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PNS PINDAH MASUK

Kegiatan

Mutu Baku

Pelaksana

Kasubbid
Mutasi

Kabid
Mutasi

Kepala
BKPSDM

Sekretaris
Daerah

Bupati
Bintan

Kelengkapan

Menerima Keputusan Mutasi dari Gubernur/ Mendagri/
BKN

Surat Keputusan Mutasi

10 menit

Mendisposisi surat keputusan mutasi

Surat Keputusan Mutasi
disertai lembar disposisi

5 menit

Mendisposisi surat keputusan mutasi

—

Berkas Usulan Mutasi
disertai lembar disposisi

Memproses sesuai disposisi, melakukan entry data,
membuat nota dinas dan draft keputusan pengangkatan
dalam jabatan PNS

Draft SK pengangkatan dan
nota dinas

60 menit

Memeriksa draft rekomendasi melepas dan memaraf
nota dinas

Draft SK pengangkatan dan
nota dinas

20 menit

Memeriksa draft rekomendasi melepas dan memaraf
nota dinas

Draft SK pengangkatan dan
nota dinas

20 menit

Memeriksa dan memaraf draft rekomendasi melepas
serta menandatangani nota dinas

Draft SK pengangkatan dan
nota dinas

Memeriksa dan memaraf draft rekomendasi melepas

Draft SK pengangkatan dan
nota dinas

Memeriksa dan memaraf draft rekomendasi melepas

Draft SK pengangkatan dan
nota dinas

Mengagendakan dan menyerahkan surat rekomendasi
melepas

SK Pengangkatan dalam
jabatan




NOMOR SOP : 33/2021
TGL PEMBUATAN : 04 Januari 2021

TGL REVISI : 08 Januari 2021

TGL EFEKTIF : 11 Januari 2021
DISAHKAN OLEH PREPEGENVAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

.A\‘
l.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SAOAN KEPEGAWAI

PENGEMBANGAN S§

KABUPATEN BINTAN

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI ’
KASUBBID MUTASI NIP. 19670303 198603 2 003
NAMA SOP PENGURUSAN PENERBITAN REKOMENDASI MELEPAS (PERSETUJUAN MUTASI)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah | 1. Memahami Tupoksi
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Mengetahui Aturan Perundang-Undangan Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 3. Mampu Melakukan Administrasi Surat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 4. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Tupoksi 1. Surat Masuk
2. Database Kepegawaian 2. Lembar Disposisi
3. Database Kepegawaian
4. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Buku Agenda Surat Masuk, Surat Keluar

Jika Tidak Disusun Maka Proses Pindah Keluar Tidak Dapat Terlaksana Dengan Baik o
- Arsip Disimpan dalam bentuk Hard Copy




PENERBITAN REKOMENDASI MELEPAS (PERSETUJUAN MUTASI)

Kegiatan

Mutu Baku

Pelaksana

Kasubbid
Mutasi

Kepala
BKPSDM

Sekretaris
Daerah

Kelengkapan

Menerima surat permohonan rekomendasi melepas
(persetujuan mutasi) dari Sekretariat

Berkas Usulan
rekomendasi melepas

10 menit

Mendisposisi surat permohonan rekomendasi melepas

Berkas Usulan
rekomendasi melepas
disertai lembar disposisi

5 menit

Mendisposisi surat permohonan rekomendasi melepas

Berkas Usulan
rekomendasi melepas
disertai lembar disposisi

Memproses sesuai disposisi, melakukan entry data,
membuat nota dinas dan draft rekomendasi melepas

Draft rekomendasi
melepas dan nota dinas

Memeriksa draft rekomendasi melepas dan memaraf
nota dinas

Draft rekomendasi
melepas dan nota dinas

20 menit

Memeriksa draft rekomendasi melepas dan memaraf
nota dinas

Draft rekomendasi
melepas dan nota dinas

20 menit

Memeriksa dan memaraf draft rekomendasi melepas
serta menandatangani nota dinas

Draft rekomendasi
melepas dan nota dinas

Memeriksa dan memaraf draft rekomendasi melepas

Draft rekomendasi
melepas dan nota dinas

Memeriksa dan memaraf draft rekomendasi melepas

Draft rekomendasi
melepas dan nota dinas

Mengagendakan dan menyerahkan surat rekomendasi
melepas

surat rekomendasi
melepas (persetujuan
mutasi)




4. Persluran Pemerintah  Momar 42
Tehun 2019 lenlang Pengelolasn
Keuzngan Daerah

4, Paraturan Manben Datem Megeri Momar
TT Tehun 2020 terdang Pedoman
Teknis Pengelolssn Keuangan Dasrah

5 Peraturan Desrah Kabupsten Bintan
Nomer 18 Tahun 2007 terfang Pokok
Pokok Pesgelalaan Keusngan Descah

G, Peraluran Bupalh Binkan Momior 50
Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur- Pengelolaan  Kauangan
Craarah

7. Persturan Bupal Binkan Momor 6

NOMORSOP [ 179 1 /900 /I /203 ;
TGL PEMBUATAN | 28 Februar 2021 i
TGLREWISI B Maret 2021 |
DFI.ERHH | DIE.I’IHUH OLEH | o |
KABUPATEN BINTAN
L TEMASOP | PansritaERs |
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA ™| N T =
1 Undang-Undang Mo 17 Tahun 2003 | Ka. Sub Bid Perberdaharasn dan F'Engs-'daaﬂ Kas
tentang Kauamgan Megare
2. Undang-undang Mo 1 Tahun 2004 tentarg
Perbendaharaan Magarm |

Tabun 2020 lemtang  Petunpk
Pelaksanaan Anggaran  Fendapalan
dan Belena Deersh
KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGEAPAN: |
1. S0P Sskredarial Badan | 1. Komputsr
2 S0P Bidang Anpgaran dan I 2. Inbermed
Perbendaharaan 3. Alat Tulie
PERINGATAN FENCATATAN DAN PEMDATAAN:

Apablia PenerovanGP20 tarlambat dibuat
maka pancairan dana akan tenunda

Disimpan ssbagai data ekstronik dan manual




PROSEDUR PENERBITAN 5P2D UP/GU/TU/LS-Bendahara Pengeluaran

FELAKLARE, ]
R LA l&N FROSEDLR iiaa KEFALS BIDSMG BELRALA DWA POMTRAYARA
FEHGB.HI:H:I‘H S —— EELESHG oA R DLl P WARKTL GUTEUT
HULAEA B WEPALA SERS) N | PEMGOLAHAN DULTA
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3. Parahsen Pemarintah Mormor 12 Tahun
2019 temiang Pengeolaan Keuangan
Daarah

Peraluran Pemariniah No.T1 Tabun 2010
terlang Standar Akentans Pemanntahan
Peraluran Menteri Diafam Megear Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Taknis
Pengalalaan Keusngan Daerah

& Perabwrsn Dasrah Nomor 10 fahun
2008 terdang Pengslolaan Kewsngan
Daergh  sebagaimana  ielah - dubah
dengan Persturan Daersh Momor 5
TahunZin4

&n =

tantang Anggaran Pendapatan den Balanja
Draersh Tahun Angoaran 2021

B Perabran Bupsti Bintan MWemor 33
Tarun 2017 tentang Perubahan Atas
Paeraluran Bupsti Bintan WNomor 4
Tahun 2014 tentang Sistem can Kebiakan
Aluntansi

i Pereuran Bupati Birdan  Memaor 9
Tahun 2017 tenlang Penjaberan &nggaran
Pendapatan  dan Balanja  Daerah
Kasbupaten Binlan Tawe  Anggaran
2021

10, Buletin  Teknis Slandar  Akuntansi

_m_:uf'.{ﬁn_sw 179.2 /aco 1/ 2oy
| TGL PEMBUATAN 28 Februari 2021
BADAN KEUANGAN DAN ASET % Eﬁgﬂp 8 Maret 2021
DAERAH | DESAHKAN OLEH '
KABUPATEN BINTAN
NAMA SOP o
Kouwangan Daarah
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA :
. undanq-LIndann Wo 17 Tenun 2000 tentang | Ka. Sub, Bid. Akuntans dan Pelaporan
Kauangan Negara
2. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharzan Magara

7. Peralursn Dasrah Momeor T Tahun 2097 |

Pemerintahan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGEAPAN
1 S0P Sekretaris Badan 1 Kompuler
? S0P Bidarg Akuntansi den Penatausahaan |3 Infernsl
Aset Dasrah 3 Alet Tuks
4 Prirtar
PERINGATAN - PENCATATAN DN PENDATAAN .

Apabila Pelaksanaan Sistem Akuniansi dan
Palaparan Keuangan Dagrahtariambal dibual
_maka pelaparan juga akan tesiarnbal

Disrmpan sebagal pendukung dokumean kauangan




mary erankan Lapoaan
Homsolidasi kepada Kaied

_ Pelaksana Mutu Baku

il o gt kaban | TP | pobed| Sear | Kelenghapan| Wakiu | Output

1 | Menarimabuklipenarimaan dan -5T5 Ejam - Buky
pengeluarin dari bank, -5PZD basar
Mmarmgarg. memyarifikas: - Laporarn
Jurnal, dan memposting jurnal Faalisas
remudian  mencelak  dan A riggara
menyerahkan kepada Kasubid
dar melakukan rekonsdasi
antara SKPD dan PPHD .

2 Melzkukan penghitimgan/ - Bukubesar fiminggu s2p
s lapodan Konsolidas - Laparan E:nrﬂn
dari laporan tap SHPD yang | Reaksasi nsall
digerghkan ofeh staf  dan Angparan das




Sispoalsl

| — Pelaksana Wit Bak .
Ma Kagiatan Kaban Kabud Kasibad Kalengkapan | Wakiu | Oulpud
3 | Menerima laparan Korsep 15 K onsep
konsoidasl dan kasubsd Laporan manit  |Laporan
akuriandg apabdia lidak Eansoidas) Ilinnani
saduju mangembalikan disi
wepada ks uked
akurTiansi untuk fida
diparbaiki, jika satuju
mimbari  paraf  dan \;;’/l
menyerahkan kepada
Kaban untuk
dilandatangani tidak
4 Mbergrima laporan | Konsap 15 | aporan
konsofdas| dari kabed | Ya Laporan manit  Korsod
perhendaharaan  dan| ¥ Konsoidas) oasi
akuntanai  apabila Hs yang
seluju  mengembalikar ,--"f fnlah
kepada kabid man
permendahacaan  dan
akuntansiunhsk
diperbaki, jika seluu
menandalangant  dan
menyerahkan  kepads
Kakbkd urituk
dedokumentasilan
g Menerima Laporan Lap=oran =0 L aporen
Konsalidas yang felah Konsclidasl | menft  Konsodi
diandaianganl  oleh * vang feleh das
Kaban dan disahkan e
mesyerahkannya kepacds Kaban bl
kasubid akuntansd unduk disahkan
didckumentssiken Foaban,
: igpnais|
& Mamenma Laporan Laparan 10 poran
Konsodidasl yang telah ! Kensolidasi | menit  Konecd
ditendaiangani  aleh yang talsh =t
Kaban din disahkan hfareg
manyarahkannya kepada Kaban, bl
giaf Ui, dispasisi His=hkan
didakurnentasikan Haban,
s pasis|
7 Menarima dan Laporan Dokuman
mendokumentasikan Kansalidas
faporan kansalidasd yang warg  lelah
imlah dilandatangeni 'I digaiman
Kaban Kaban,




| NOMOR SOP (38 3 7406 /W 720i)
| TGL PEMBUATAN | 28 Fabruan 2021
BADAN KEUANGAN DAN ASET | [GLREVISI B Marel 2031 /
DAERAH _TGL EFEKTIF 12 M
DESAHK AN QLEH eudingan dan Asel
KABUPATEN BINTAN \‘ iy Birtan
Iviupis
IP. 196241 11458903 1 010
makA S0P T

| DASAR HUKLIM “KUALIFIKAST PELAKSANA -

1. Poraturan Menteri Datam Negeri Nomor 77 | Ka. Sub, Bid, Adminisirasi Anggaran
Tahun 2020 temang Pedoman Teknis
Pangalolgan Kevangan Daerah

4. Permendagri Mo 14 Tahun 2096 tantang
Parubahan Kedua atas Parmendasgr Na 32
Tahun 2011 {endang Pedaman Fembeanian
Hibah dan Bantuan Scsial yang bersumber
dari Angoaran Pendspatan dan Bedsnia
Dizweraby

3 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
Meemr 7 Tahun 2005 tentang
Pembenhskan dan Susunan Perangkat
Daerab  dan  Perabwran  Desrah |
Kabupaten Bandan Momar 3 Tahun 2018
lerdang Parubshan FParateran Caarah
Kabupaten Bintan Momoe 7 Tahun 2018

A, Paraluran Bupati Bintan Nomor 59 Tahun
2018 terdang  Kedudukan, Susunan
Drganisasi, Tugas dan Fungsl sere Tata Kerja
Badan Keuangen dan Asel Dearsh

KETERKAITAN : FERALATANPERLENGKAFAN:

1. Kompubsr
2 Inlamet
3 Alat Tulis

1. SOP SekretarsBadan
2 B0PBudangAnggaran dan Perbendaherasn

| PERINGATAN - PENCATATAMN DAN PENDATAAN

Apabila Penyiapan anggaran kas terambal | Dhsimpan sebagai data elekironik dan manual
dibuat maka proses pencaran dana akan
terunda dan PPRD tdak bisa memparkirakan
arus kas masuk yang bersumbar dari
penenimaan dan sus kas keluar wrfuk
mengailr kelersedigan dana yang cukupging |

mendans pelaksansan kegiatan dalam seliap

penods.
o Palaksana Muly Bakuy
s Kauten Kaban | Kebd | Kasubid | Siaf | Kelanghapan| Wakiu | Ouipul |
1 | Memerintahkan staf untuk CD Data 15 Disposisi
membual draft  surat anggaran menit
perminlazn Anggaran Kas SEPD  sa
SKPD e  Ksbupaten Kabupaten
Mambuat draft  surat Disposis | 0menilf Draft  surad |
parminisan Anggaran Kas ’ perminiaan
SKPD se HKabupaten anggaran
Bintan I ; | ) kas SKPD
] Memerkea oraft  sural Draft  sural | 15 Draft
peErmintzan dan permintaan | menit SUr
manyerahkan kepada anpoaran l
Habbd unfuk  maminta kasSHPD permindaan
fanda langan  kepada dala
aban Arggaran
kas SKPD




Pelaksana ity Baky
Ko e Keban | Kabid | Kasuisd | Sial | Kelengkapan] Vuakii | Ouiput | o
4 Memernksa BLTEd | Draft surat | 10 Surat
perintaan anggaran kas peTnintaan | mend parminta
jika setuju memberikan | wB fi daia an dala
paral dan disarahkan ANggEran angoaran
kepada WKaban wniiik kas SKPD kas SKFD
meminta landa tangan,
jika tidak satup
dikembalikan kepada
Kasubidunhsdiperbaiki
3 Menarima sural | Yal ; Sural 15 Bural
permintaan anggarsn kas . 4 permintaan | menit | perminda
jika seluju memberikan <>jl | data an data
landatangan dan jikalidak | argoaEnan anpgaran
s&Uju dikembakkan kas SKFD kas SHPD
kepada  Kabid  unbuk yg belah
dliprti ki ditarwdia-
tangani
HKainan
& | Mensrima BLEd Sural 10 Datz |
parmintaan emggeran kas permintaan | menil | Anggaran
yang telah ditandatangani . divta arsgEaran SKPD
céeh Kaban danmenyarah kasSKFPDyg
kanrmya kepadakasubad ielah di-
1endatangand
Kaban
T | Menerima ~slral « Bura 1harl | Tanda
parminiaan angogaran kas e inlaan tangan
yang lelah ditandatangani L J aata yang
oleh Haban dan telah di-
memerintahkan staf untuk tandatangani
manginim s Faban
parmindzen dalaanggarn - [rata
kas ke semua SKPDdan anggaran
menarima data angaaran kas SRPD
kas dari semua SKPD
B | Wengiim sural T FTandatericna | Thaei | Data
parminigan dataargaaran s sural #nfgaran
kas samma SKPD dan parmintaan keag
manesima dala anggaran | dala yang ESHTILIS
kag darigamus SKPD felah di- SKPD
{erdatangani
Hiakwan
(| Melakukan  verifikes] - Data i Daia
antara data anggaren kas ! Anggaran minggu | anggaran
SKPD berdasarkan DPA Kas SKFED kes yang
BKPD yang sudah desabkan - DFASEPD talah
adah PRED divarifika
8l
0 | Membeal konsoildasi | D 1 Anggaran
angoaran kas Pemda T angpanan mnggu | Kas
D kas wang Pamda
1alah
divenfikagi




e —

-

| DASAR HUKUM

BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KABUPATEN BINTAN

NOMORSOP | [19.4/900/ |/ a0l
TGL PEMBLIATAN 28 Fabruar 2021
| TGL REVISI —]
| TGL EFERTIF =
DISAHKAN OLEH an dan Asel
tan Bintan
] a Muda
. A0 ST R | —
“MAMA S0P Palakadnaan | vertiiesl Dakumen Pelaksanasn
Anggatan Satuse Herja Paranghat Daerah (OPA-SKFD)
dan Dokumen Polaksanaan Porubahan Anggaran
Satuan Korja Perangkat Daerah :I:IFE"A-EHFDJ

“KUALIFIEAST PELAKSANA |

1. Undang-Urcang Mo 17 Tahun 2003
tenlang KeusnganMegana

2. Undang-undang Mo 1 Tahun 2004 1entang
Ferbendaharaan Megara

3. Undeng-undang Mo 25 Tahun 2004
tentang Gistam Pagancansan
Pambangunan Masional

4 Paraturan Pemerintah  Momor 12
Tahun 2018 tendang Pengelciaan
Keuangan Deerah

5§ Peraturan Menter Dalam Negen Nomor
T7 Tahun 2020 lentang Pedoman
Teknis Pengelciaan Keuangan Deerah |

Ka. Sub. Bid. Adminigtrasi Arggaran

elaksanaenkegiatan SKPD akanteriunds

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN.
1 BOP SekretariatBadan 1. Alat Tulis Kantor
Z S0P Bidang Anggaran  dan | 2 Komputer
Parbendaharasn 1 Interred
4 Alal Komunikas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN.

Felaksanaan wenfikass Dokuman
laksanzan Anggaran Ssfuan Kerja Perangkad
aerah [DPA-SKPD) danliokumen Pelaksanaan
bahan Anggaran Saiuan Karja Perangs:
aerah (OFPA-SKPDterlambal dibuat maks

Disimpan sebagai data shekirenik dan manuad

—r

aplikasi, yang sudah sesual
dilmriakan firages
penandalanganan sadangkan
yang idak sesual dikambaliban
ke SHPD

: Palaksana Muibu Baks [

o o Waban | Kabid | Kasubid | _Star | Kelengkapar | Wakiu | Outgl |
Menerima DPA den DPPA SKPD r :I DA SKPD &menit | Tanda Tenma |
uniuk divenfikasi I .
Pengecekan DPA dan DPPA - DPA SKFD ismenlt | OPFA  yang |
dengan Pagu Anggaran SKPD | - KLW-PPAS falah

L APBD avarifikas
Pargacekan urgian ko DPA  yang | 3han Oraft
rekaring pada DPA dan DPPA telzh Pareabaran
vang dieniry SKPD ke dalam dewvarifikasi APBED




NOMOR F'E’E_
TGL PEMBLIATAN
| TGL REVIST
TGL EFEKTIF
DAERAH
KABUPATEN BINTAN
MAMA SOP
DASAR HUKLIM FLIALIFIKAS! PELAKSANA -
1. Undang-Uncang Mo 17 Tahun 2003 tentang | Ka. Sub. Bid. Agministrasi Angparan
Keuangan Megars
2, Undsng-undang Mo 1 Tahun 2004 terdang
Perbendansrzan Megara
3. Undang-undang Mo 25 Tahun 2004 featang

Sistem Perencanaan Pembangunaniasans

. Peraturan Pamarintan Momar 12 Tahun
2099 tentang Pengedalasn Keuangan Daarah

. Pergluran Mentsri Dalam Meger Bames 77
Tahon 2020 flentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daersh

. Peratran Daeerah  Kabupsien Bintan
Momor 7  Tamm 206 laniang
Pembenbkan dan Susunan Perangal
Dagrah dan  Persturan  Dperah
Eabupalen Bintan Momor 3 Tahun 2018
tertang Perubahan Permabran [aerah
Kabupaten Bintan Momar 7 Tahun 2016

. Peraturan Bupati Birtan Momeor 58 Tahun
BB lentang Keduduksn,  Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi sana Tata Kera
Badan Kewangan dan Asat Dagrah

KETERRAITAN

1 S0P SekretansBadan
2. S0P BidangAnggerandanParbondaharaan

FEHALATAHI'FEHI.EHEWHH

3 Alat Tulis
4 Printer

PERINGATAN

PEMNCATATAN DAN PENDATAAN ;

Apabila Palaksanaan Pendokumeniasian dan
dissribusi APBD dan Perubahan APBD tedzmbat
diteaf maka pelalsanssn program dsSn
kegiatan akan [ertunds

Disimpan sebagai perdukung dokumen anggaran

Pelaksana Mutu Baku N
Mo | Kegialan e | Wabid | Kaesubid| Staf | Welengiapan | Wakiu Sutpul
1 Mencetak o -Perda  tentang | 1 minggu |- Buku APAD
dokumer  APED |: ]' HPED « Buky Panjabaran
dan  Perubahan |- PerBugpali tankang APBD
APBD Penjabaran AFBD « Buik Persabaran
= Perda lantang PerubahanAFBD
[ ] Perubghan APBD
- PerBHupati lenlang
Pemabaran
Pendbahan APBD




. I Palaksana Mutu Baku
o Kegislen  [ahan | Kabid | Kasubid [Biaf |- Kelongkapan | Wikhs |- Dulpat Ket
2 Meiskukan -APED 1 hari -APED
P ecekan -Buky  Persbahen - Buku Parubahan
akumen APED dan | AFED APBD
erulkatan  APAD, | -Buku  Penjabaran | - By Panjabaan
setuju AFED APED
kan -Buku  Penjabaran - Buku Pangaharan
epada Kabid, |#a <>' Pesubshan APED Parubahan APED
idak sEiug
mbalikan '
pada siaf untuk
3 Mangoreks dokumen -Drall APBD ijam  |-Drafl APBD
PED den Parubahan, - Oraf A - Draft Buku
kemudian ya PerubahanAPBD Perubshan APBD
yerahkanmya ! itk = Dl Bk = Draft By
pada Kasubid Penjabaran AFBD Fanjabaran APED
Bpabia setuju untuk H‘*x -Draft Buku -Diraft Buku
didoxumentasikan Panjabaran Penjaharan
;:lm apabila leradi FerubahanAPBD Perubahan APED
lahan  diparbaiki
kasubid
4 Meanyerahkan » Buku APBED 16 menit |- Buku APBD
Flntum!ﬂ kepada Staf | ~Buky  Perubahan - Buku Pemubshan
sviuk 1 | APED AFBD
asikan -Buky  Penjabaran - Buku Penjataran
APED APBD
-Buku  Parpabaran - Buku Panjabaran
| Penubahan APED Porubahan APBD
5 elempal  dan i - Baku APED 1 baari - Diokurmen
siribusikan ij <Buky  Panbahan APBD dar
pifak terkait APBD | Parubahan
an -Buku  Penjabaran APED
endokumantasikan APRM - Tenda Temma
Y -Buku Panjabaran
PeninshansPBRD




“NOMOR S0P 1746 7900 /1ii/ 300
| TGL PEMBUATAN .;E Februan 2021
TGL REWISE Marat 2021
BADAN KEUANGAN DAN ASET TGLEFEKTIF 72 Marel 2601
DAERAH DISAHKAN OLEH o
KABUPATEN BINTAN
NAMA SOP

"DASAR HUKUM

1. Peraturan Manteri Dalarm Negen Nomor
TT Tahyn 2020 fentang Padorman
Teknis Pengelolaan Keuangan Diaerah

2. Peraturan Daerah Momor T Tehwun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan
Betanja Daerah Tahun Anggaran2f21

3. Pergiuran Bupall Bintan Momas 41
Tahun 2017 feriang Penjebaren Anggaran
Pendapatan dan  Belan@a  Daerah
Katupsten Bintan Tahun Anpgeran
2021

KUALIFIASI PELAKSANA .

Ka. Sub, Bid Persncanaan dan Penyusanan Anggaran

KETERKAITAN: | PERALATAN PERLENGKAPAN
1. GOP SekretaristBadsan 1 Alal Tulis Kantor
2 S0P Bidang  Anggarsn dan | 2 Komputsr
Perbendaharaan 3 Intemat
4. Alat Komunikasi
PERINGATAN. PENCATATAN OAN PENDATAAN.

fpahila Pelaksansan venfikas Rencana Keda
Angoaran Sstusn Kerja Peranghal Dasrsh
(REA-SKPD Jerlambal dilaksanakan maka
penyusunan dokumen peiakaanaan anggaran

Disimpan sebagai data elekironik dan manual

| SKFD akan 1erunda
Peigkzana Mty Baku ]
e Kegiatn Kaban | Kabia |Kasibwd | Staf | Kelenghapan | Wakiu | Oupat | oo
1. | Mensrima RKA SEPD M Rie SKPD fmenil | Tanda |
tenima
2. | Penpecakan RKA dengan -RKABKPD o RKCA yang
Pagu Anggaran SKPD pada : -APBD menit | telsh
Aplikasi wang swdah dientry I R divedifiesi
SKPD |
"3 | RKA yang salah dibarikan [ RIKA yang telah | Zhari | Tanda i
caialen dan disershkan ki divaniikas| birimia |
SKFD uniuk diperbeeki .




e -

3. Peraluran Pemesmtah Momor 12 tabun 20108 |
berdang Pengelolaan Keuangan Diaerak |

4, Peraturan Pemerinleh No. 71 Tahun 2000
terdang Stendar Alurdansi Permerinlahan

5 Peratwran Menteri Dalarm Megeri Momaor 77
Tehun 2023 lenlang Pedoman Teknis
Pangalolean Kewangan Dasrah

6. Peratwran Daeran Nomor 10 tahun 2008
ientang Pengeiolzan Keuargan Daerah
sebagasmana telah divhah dengan Peraturan
Draerab Momar & Tahun 2014

7. Peraturan Daerah Momor 7 Tahun 2017
lardang Anggaran Pendapstan dan Balana
Cherah Tahun Anggeran 2021

8, Parziuran Bupabti Bintan Momar 33 Tabun
2017 tentang Pernubaban Atas Paraluran
Bupal Bintan Momor 14 Tahun 2014
tentang Sistem dan Kebijakan Akuntans

8. Persduran Bupabi Binfan Mamar 41 Tahun
2017 fentang  Penjabaran  Anggersn
Pendapadan dan Befanje Oaerah Kabupatan
Bintan Tarun Anggaran 2021

| NOMORSOP (1703 74007 N7 26a]
TGL PEMBUATAN 28 Febnuan 2021 i
TGL REVIS|
TGL EFEKTIF -
DISAHEAN OLEM dan Ased
n Birdan
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH e
KABUPATEN BINTAN a huda
198003 1 010 _|
NAMA S0P Pa‘ﬂnﬁ.. ar Lagorsn Keuangan Daerah dalam
rangka nn’ilnnuurn;jnmhm pelsksanaan AFBD
e _ tardasarkan Standar Akuntansi Pemerintah{SAF) |
DASAR HUKLS ELUALIFIKASI PELAKSANA |
1 Un»:lanﬁ:un-;lanq Mo 17T Tahun 2003 entang | Ka Sub. Bid. ~Akuniansi dan Pelaparan
Keuangan Megara
2, Undang-undang Mo 1 Tahun 2004 tentang
Perbendabaraan Magara

10, Budetin  Teknis  Standar  Akuntansi
Pamarintahan
KETERFAITAN - FERALATAN/PERLENGRAPAN, —
1. SOP SekrotarisBadan 1 Komputer
2. S0P Bidang Akunlans dan Penalausehaaan 2 Intarmel
Asat Daerah @ At Tulis
M. Prirtar
PERINGATAN PEMCATATAN DAN PENDATAAN

ﬁmhna Pafyusunan L,apurm Keuangan Daerah
dalam rangka pananggungawatan pelaksanaan
APBD berdasankan Standsr Akunlansi Pemarnintah
(SAFRerlambal dibust maka proses penyamaaan
| laporan akar terfunda

Disimpan sebagai pemdubkung dokumen pelaporan




Palaksana Muty Baku
i K Meban | "9 | waoimid | Siaf | Kelenghapen | Wkt | Ouput
1 Menerrma dan  melakukan Legoran 1 bulan | Tanda
assstensi alss  Laporan Esuangan Tanrma
Keuangan SKPD yang tende | BHPD, Date
dari  Laporan  Realisasi |: :| Mapping Aset,
Angoaran  dan  Meskes Format A,
danpan oats pendukungnys A3, A4, G E
apabila sudah  s=sual F1
digunakan sebags bahan
panyusLnan Leporan
Keuangan Dasrah
2 |Menyusun Laparan Laporan Fhan | Konsep
Keuangan Daerab yang Keusngan Lagoran
Perd alas Laparan Risisas KFL. Mapping Keuangan
Anggaran, Laporan frs Kas, at, Fomal Riaeran
Meraca dan Cakslan Alas : 1,43 84 CE
Laporan Keuangan dan i
manyerahkan Laporan ke
Kabid
3 |Memerikss Laparan Konsap Laparan | 2@m | Konsep
Keuangan Daerah yang Ya Tidak Wl euan gan Laporan
disussun Kasubid jika tidek [igerah Kauargan
sabupn  mengembativan ‘K\ Daerah
kepada kasiid ks ssduju ,,a""'r
Fre=mber) paraf  dan \\/
rengalukan kepada Kaban F
4 |Memeriksa Laperan | ¥a Todak] Koasep Laporan | 2jam | Disposisi
Keuangan Dagrah jika tidak |+ Keuangan
selyfy  mengembalikan e Dagrah
kepada kabid, jika sehgu ,,,"
it paral  dan
mamermtatkan Kabiduniak
dicebikgandakan
E Bersama Kasubid dan Staf [ Dispesisi Thar | Konsep
mancelakgandakan Lapossn Laparan
Keuangan Descan l: ] Keusngar

Deerahi




